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Inti dari tanggung jawab sosial adalah pembangunan berkelanjutan. Pembangunan 
berkelanjutan harus dilakukan oleh semua pelaku pembangunan, yaitu pemerintah, 
masyarakat madani (civil society), dan juga kalangan bisnis (perusahaan). Dengan 
adanya kebijakan pemerintah mengenai tanggung jawab sosial yang mengharuskan 
perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, salah satunya 
dalam Undang-Undang Perseroan terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang mewajibkan 
perusahaan melaksanakan  tanggung jawab sosial dan lingkungan, seharusnya bisa 
menjadi peluang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang membangun 
masyarakat yang dapat diwujudkan dalam program pengembangan masyarakat. 
Kebijakan lain yang serupa terkait dengan pengembangan masyarakat yakni 
Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1453K/29/MEM/2000 
tentang pedoman teknis penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang 
pertambangan umum  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi kebijakan tanggung 
jawab sosial di Kabupaten Morowali Utara . Masalah yang diteliti adalah faktor-faktor 
yang mempengaruhi implementasi kebijakan tanggung jawab sosialdalm bentuk 
community development/pengembangan masyarakat. Pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah kualitatif deskriptif dan didukung dengan data sekunder. Jenis 
data yang digunakan adalah data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data 
sekunder diperoleh dari data pengolahan data dan observasi. Teknik analisis data 




Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi tanggung jawab sosial di 
Kabupaten Morowali Utara belum maksimal dan banyak kekurangan dari segi 
pelaksanaanya ,misalnya dari segi sumberdaya manusia yang masih belum 
sepenuhnya paham tentang tujuan dari tanggung jawab sosial maupun 
pengembangan masyarakat. Serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai 
keberadaan program pengembangan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab 
sosial.  
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The core of social responsibility is sustainable development. Sustainable 
development must be made by all development actors, namely the government, civil 
society (civil society), as well as businesses (companies). With the government's 
policy on social responsibility which requires companies to implement social and 
environmental responsibility, one of the Limited Liability Company UU No. 40 of 2007 
which requires companies to implement social and environmental responsibility, 
should be an opportunity to carry out activities build a society that can be realized in 
community development programs. Another similar policies related to community 
development that the Minister of Energy and Mineral Resources No. 1453K / 29 / 
MEM / 2000 on technical guidelines for the implementation of government duties in 
the field of general mining 
 
The purpose of this study was to determine the implementation of social 
responsibility policies in North Morowali. Problems examined are the factors that 
influence the implementation of social responsibility policy in form of community 
development / community development. The approach used in this research is 
descriptive qualitative and supported by secondary data. The data used is primary 
data obtained from interviews and secondary data obtained from the data processing 
of the data and observations. Data analysis techniques starting from the collection of 
information through interviews and at a late stage by drawing 
conclusion. 
 
The results showed that the implementation of social responsibility in the 
North Morowali not maximized and many shortcomings in terms of implementation, 
for example in terms of human resources are still not fully aware of the purpose of 
social responsibility and community development. And the lack of public knowledge 
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I.1 Latar Belakang 
Permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara semakin komplek. 
Anggaran yang kecil serta konsentrasi pemerintah yang tersedot ke beberapa 
persoalan, menyebabkan pemerintah tidak akan mampu mengatasinya sendirian. 
Karenanya kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dengan berbagai elemen 
bangsa khusunya dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility 
(CSR) atau Tanggung jawab sosial perlu digalakkan.  
Pemerintah dalam melaksanakan program-programnya terkendala dengan 
berbagai hal diantarnya adalah terbatasnya kemampuan pendanaan pemerintah. 
Disisi lain, perusahaan melalui program CSR- nya dapat membantu pemerintah 
dalam pembangunan infrastruktur dan kegiatan-kegiatan lainnya. Namun bantuan 
pendanaan dari program CSR tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tugas 
pemerintah. Bantuan pendanaan dari program CSR hanya merupakan pendukung 
bagi program pemerintah. 
Inti dari tanggung jawab sosial adalah pembangunan berkelanjutan. 
Pembangunan berkelanjutan harus dilakukan oleh semua pelaku pembangunan, 
yaitu pemerintah, masyarakat madani (civil society), dan juga kalangan bisnis 
(perusahaan).  
  Dari Tanggung jawab sosial kemudian dikenal konsep Community 
development atau pengembangan masyarakat. Konsep community development 
banyak dirumuskan di dalam berbagai definisi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (dikutip 
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dalam Suharto, 1997: 98) mendefinisikan pengembangan masyarakat merupakan 
suatu proses dimana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat 
diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah, untuk memperbaiki 
kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan, dan mengintegrasikan masyarakat di 
dalam konteks kehidupan berbangsa, serta memberdayakan agar mampu 
memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional. 
Menurut Ferdian Tony Nasdian (2004) dalam Nanik Trihastuti (2013,191) 
community development dapat dilihat sebagai suatu program, sebagai suatu proses 
,metode, dan sebuah gerakan. Sebagai suatu program, community development 
berarti mempunyai kegiatan-kegiatan yang terangkum dalam sebuah program ; 
sebagai sebuah proses, yaitu bahwa kita ingin  melihat apa sebenarnya yang terjadi 
dalam rangkaian kegiatan tersebut; sedangkan sebagai suatu metode, community 
development  dapat dipakai untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang timbul 
di masyarakat dan sebagai suatu gerakan merupakan upaya untuk melakukan 
sosialisasi dan penyadaran  kepada semua pihak. 
Dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai tanggunng jawab sosial 
yang mengharuskan perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan, salah satunya dalam Undang-Undang Perseroan terbatas Nomor 40 
Tahun 2007 yang mewajibkan perusahaan melaksanakan  tanggung jawab sosial 
dan lingkungan, seharusnya bisa menjadi peluang untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatan yang membangun masyarakat yang dapat diwujudkan dalam program 
pengembangan masyarakat. Kebijakan lain yang serupa terkait dengan 
pengembangan masyarakat yakni Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya 
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Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang pedoman teknis penyelenggaraan 
tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum berbunyi di dalam pasal 6 
“Pemerintah daerah sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing 
menugaskan pemegang  kuasa pertambangan (KP), KontrakKarya (KK) dan PKP2B 
sesuai dengan tahapan dan skala usahanya untuk membantu program 
pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah pada masyarakat setempat 
yang meliputi pengembangan sumberdaya manusia, kesehatan dan pertumbuhan 
ekonomi”.  
Pemerintah yang memegang peran sebagai eksekutif atau pelaksana 
pembangunan dapat melakukan koordinasi dengan swasta beserta program CSR 
maupun community development dan masyarakat yang diwakili oleh lembaga 
swadaya masyarakat/organisasi masyarakat sipil yang akuntabel dan berbadan 
hukum dalam melaksanakan agenda pembangunan sesuai dengan kesepakatan 
internasional dan rencana pembangunan nasional, melalui pembagian kerja dan 
wilayah kerja disertai evaluasi secara berkala.  
Dalam konteks hubungan kemitraan antara pemerintah dan perusahaan, 
pemerintah daerah mengharapkan agar program-program CSR bisa membantu 
menyelesaikan permasalahan sosial, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, 
masalah pendidikan, kesehatan, perumahan. Selain itu menyelesaikan masalah 
lingkungan yang dihadapi pemerintah daerah. Hal ini menunjukan bahwa 
perusahaan dituntut untuk membantu pemerintah daerah untuk mendukung program 
pembangunan regional yang diimplementasikannya. Pemerintah yang menjadi 
penanggungjawab utama dalam mensejahterakan masyarakat dan melestarikan 
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lingkungan tidak akan menanggung bebean tersebut jika dilakukan sendiri, 
melainkan membutuhkan partisipasi, salah satunya yang paling potensial adalah dari 
perusahaan, agar akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat bisa tercapai. http://keuanganlsm.com/kepentingan-stakeholders-dalam-
pelaksanaan-csr/#sthash.Ihu0S3WJ.dpuf 
Dibeberapa daerah banyak program CSR maupun community development 
perusahaan yang disinergikan dengan program pemerintah daerah setempat. 
sebagai contoh Kota Cilegon.Bentuk kemitraan CSR yang dilakukan Pemerintah 
Kota Cilegon, adalah dengan memprakarsai berdirinya lembaga Cilegon Corporate 
Social Responsibility (CCSR), ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) 
Nomor 3 tahun 2011, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Cilegon Corporate Social Responsibility(CCSR). CSR merupakan lembaga 
independen non pemerintah yang mensinkronisasikan dan mengintegrasikan 
program dan kegiatan CSR perusahaan dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon. Namun, tidak semua daerah  berhasil 
mengsinergikan program pemerintah dengan CSR perusahaan. Daerah lain yang 
melakukan hal yang senada adalah Kabupaten Paser. Untuk itu Pemerintah 
Kabupaten Paser berinisiatif untuk berjabat erat dengan kalangan swasta dalam 
penerapan CSR ini dalam rangka mengakselerasi pembangunan di Kabupaten 
Paser, khususnya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
Sejalan dengan telah ditandatanganinya “Deklarasi Tana Paser”, “Kabupaten Paser 
Membangun Bersama Mitra” pada tanggal 23 Februari 2013 sebagai sebuah 
komitmen kerjasama pemerintah dan dunia usaha dalam percepatan pembangunan 
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di Kabupaten Paser diperlukan persiapan dan langkah kongrit untuk implementasi, 
salah satunya adalah penyiapan informasi dan data usulan kegiatan CSR. 
Di kabupaten morowali utara sendiri, telah banyak perusahaan yang berdiri. 
Terutama saat diterbitkannya izin mengelola ekplorasi bahan mineral bumi oleh 
pemerintah daerah kabupaten morowali, semakin banyak perusahaan baik asing 
maupun lokal yang beroperasi. Salah satu perusahaan yang mendapat izin 
melakukan operasi tambang di kabupaten morowali adalah PT. Mulia Pasific 
Resource. Dengan beroperasinya perusahaan ini, maka secara otomatis 
perusahaan ini diwajibkan mematuhi peraturan perundang-undangan salah satu 
terkait tanggung jawab sosial / CSR yang diwujudkan dalam bentuk community 
development / pengembangan masyarakat , sebagaimana yang dimuat dalam 
keputusan mentri yang sudah dijelaskan sebelumnya 
Perusahaan ini bekerjasama dengan pemerintah setempat dalam hal ini 
kelurahan unruk melaksanakan pengembangan masyarakat. Pihak perusahaan 
menerima usulan program dari pemerintah yang daerah masuk dalam kategori 
lingkar tambang, yang terdiri dari tiga kelurahan. Dana dari perusahaan kemudian 
disalurkan kepada panitia penyelenggara yang telah diangkat dan ditetapkan 
pemerintah setempat. Namun pada realisasi anggaran yang telah dikucurkan pihak 
perusahaan, pada kenyataannya beberapa program yang dirancang dan 
dilaksanakan oleh pemerintah setempat belum terlaksana sesuai secara optimal. Hal 
inilah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian  mengenai pelaksanaan 
program pengembangan masyarakat ,maka dari itu penulis bermaksud melakukan 
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penelitian dengan judul “  Implementasi kebijakan Tanggung Jawab Sosial di 
kabupaten Morowali Utara” 
 
I.2 Rumusan Masalah  
Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, adapun yang menjadi rumusan 
masalah adalah  
1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Tanggung Jawab sosial di Kabupaten 
Morowali Utara melalui community development/ pengembangan 
masyarakat? 
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Implementasi tanggung jawab sosial 
melalui community development/ pengembangan masyarakat di kabupaten 
Morowali Utara 
a. Ukuran dan tujuan kebijakan 
b. Sumber Daya 
c. Karakteristik agen pelaksana 
d. Kecenderungan (disposisi) agen pelaksana 
e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana 
f. Keterlibatan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik 
I.3  Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:  
1. Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Tanggung Jawab sosial di 




2.  Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi tanggung 
jawab sosial melalui community development/ pengembangan masyarakat di 
kabupaten Morowali Utara 
a. Ukuran dan tujuan kebijakan 
b. Sumber Daya 
c. Karakteristik agen pelaksana 
d. Kecenderungan (disposisi) agen pelaksana 
e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana 
f. Keterlibatan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik 
I.4  Manfaat Penelitian 
Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut:  
1. Manfaat teoritis, diharapkan agar dapat memberi pengetahuan untuk 
pengembangan tanggung jawab sosial dalam hal ini pengembangan masyarakat ke 
depannya.  
2. Manfaat praktis, sebagai masukan bagi pemerintah untuk penyempurnaan 
regulasi dan penerapan tanggung jawab sosial yang lebih bermanfaat bagi 











II.1 Konsep Implementasi Kebijakan  
II.1.1 Pengertian Implementasi kebijakan 
Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) 
berati to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk 
melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan 
dampak/akibat terhadap sesuatu)” (Webster dalam Wahab, 2004:64).  
Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti 
mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk 
melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap 
sesuatu. Sesuatu tersebut  dilakukan untuk menimbulkan dampak  atau 
akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan 
peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah 
dalam kehidupan kenegaraan. Pengertian implementasi selain menurut 
Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa 
implementasi adalah : “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang 
dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-
kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-
tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. (Van Meter dan 
Van Horn dalam Agustino, 2008:139)  
Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi 
merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau 
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swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan 
dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan 
pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada 
warganegaranya.  
Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering 
menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandate dari Undang-Undang, 
sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang 
seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.  
Mazmanian dan Sabatier juga mendefinisikan implementasi sebagai 
berikut: “Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi 
sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan 
fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan 
kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman 
kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk meng-
administrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata 
pada masyarakat”. (Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab,2008:65) 
Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier merupakan pelaksanaan 
kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau 
keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan 
Ripley dan Franklin berpendapat bahwa impelemntasi adalah apa 
yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas 
program,kebijakan,keuntungan (benefit) atau suatu jenis keluaran yang nyata 
(tangible output). Ripley dan Franklin dalam Winarno(2007:145)  
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Selanjutnya, Van meter danVan Horn dalam Winarno (2007:146) 
membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan tindakan yang 
dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah 
maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 
ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya . Lester dan 
Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi 
kebijakan adalah: “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas 
merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, 
prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan 
kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”. (Lester dan 
Stewart dalam Winarno, 2007:144)  
Definisi di atas menekankan bahwa implementasi kebijakan 
merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat 
dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan 
dan kebijakan yang dibuat lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan 
bernegara. Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan 
untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya 
dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau 
turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158). Oleh karena itu, 
implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua 
pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk 




II.1.2 Model-Model Implementasi 
A. Implementasi kebijakan model Donald Van Metter dan Carl Van Horn 
Donald Van Metter dan Carl Van Horn  mengembangkan model 
implementasi kebijakan klasik. Model ini mengasumsikan  bahwa 
impelemntasi kebijakan sejalan dengan proses kebijakan (Nugroho,2014 : 
219). Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Donald Van Metter 
dan Carl Van Horn disebut dengan A Model of policy implementation. Proses 
implementasi ini merupakan abstraksi atau performansi suatu implementasi 
kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih 
kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam 
hubungan berbagai variabel. Ada enam variable yang menurut Van Metter 
dan Van Horn, yang mempengaruhi implementasi adalah : 
1. Ukuran dan tujuan kebijakan 
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika 
ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang 
mengada dilevel pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan  
kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit 
memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan 
berhasil. 
2. Sumber daya 
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari 
kemampuan memanfaatkan dari sumber daya yang tersedia. Manusia 
merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu 
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keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan 
proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang 
berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang 
telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari 
sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit 
untuk diharapkan.  
3. Karakteristik agen pelaksana 
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan 
organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. 
Hal ini sangat penting karena kinerja Implementasi kebijakan akan sangat 
banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen 
pelaksanannya. 
4. Sikap/ kecenderungan ( disposition ) para pelaksana  
Sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak 
mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi 
oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga 
setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka 
rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah 
kebijakan “dari atas” (top down) yang sangat mungkin para pengambil 
keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) 
kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.  
5. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana 
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Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi 
kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak 
yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-
kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.  
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik 
Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat 
menjadibiang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena 
itu upaya mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan 
kekondusifan . 
 
Gambar 2.1 Implementasi Model Van Meter dan Van Horn 
 
B.Implementasi kebijakan model George Edward 
George Edward III mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi 






4. Bureaucratic Structure. 
Edward III dalam Winarno (2007;174)  
Keberhasilan suatu implementasi menurut George Edwards III dapat 
dipengaruhi berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:  
1. Communication(Komunikasi)  
Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari 
pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat 
keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas 
apa yang akan dikerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan 
baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus 
ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.  
2. Resource(Sumber daya)  
Sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah 
salah satunya sumber daya  yang tersedia, karena menurut George C. 
Edwards III sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. 
Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu 
keberhasilan proses pelaksanaan, sedangkan sumber daya merupakan 
keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan 
sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Sumber-sumber kebijakan tersebut 
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sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh 
pemerintah.  
3. Disposition (Disposisi).  
Disposisi atau sikap para pelaksana adalah faktor penting dalam pendekatan 
mengenai pelaksanaan. Jika pelaksanaan ingin efektif, maka para pelaksana 
tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus 
memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dimana kualitas dari suatu 
kebijakan dipengaruh oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor pelaksana. 
Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi (karakteristik agen 
pelaksana) 
4. Bureaucratic structure (Struktur birokrasi)  
Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia 
atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan 
mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan 
kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya 
kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat 
mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan 
melakukan koordinasi dengan baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa struktur 
organisasi dalam suatu badan sangat berperan penting dimana untuk 
menentukan keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan dibutuhkan 
suatu struktur organisasi yang tertata rapih guna tercapainya suatu tujuan 




Gambar 2.2 Model Impelementasi George Edward 
C.Implementasi Kebijakan Model Merilee S Grindle  
Menurut Grindle (1980) dalam Agustino (2008), ada dua variabel 
yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan 
implementasi suatu kebijakan publik dapat dikukur dari proses pencapaian 
hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai tidaknya tujuan yang ingin diraih. 
Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan 
tersebut. Isi kebijakan, mencakup hal-hal sebagai berikut :  
1. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan  
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan  
3. Derajat perubahan yang diinginkan 
4. Kedudukan pembuat kebijakan  
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5. Pelaksana program  
6. Sumber daya yang dikerahkan  
Sementara itu, konteks implementasinya adalah :  
1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat  
2. Karakteristik lembaga dan penguasa  
3. Kepatuhan dan daya tanggap 
Model Grindle ini lebih menitik beratkan pada konteks kebijakan, 
khususnya yang menyangkut dengan implementor, sasaran dan arena 
konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi serta kondisi-
kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.  
II.2 Landasan Hukum CSR (Coporete Social Responsibility) / Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan 
1. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 
Perseroan Terbatas (PT) yang mengelola atau operasionalnya terkait dengan 
Sumber Daya Alam (SDA) diwajibkan melaksanakan program CSR, karena telah 
diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.Dalam 
pasal 74 dijelaskan bahwa : 
1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan 
dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan, 
2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) 
merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai 
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biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan 
dan kewajaran, 
3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 
 
2. Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial 
Dan Lingkungan Perseroan Terbatas 
Peraturan pemerintah ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 
ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  
 
3. Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 
Peraturan lain yang mewajibkan CSR adalah Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2007, tentang Penanaman Modal, baik penanaman modal dalam negeri, 
maupun penenaman modal asing. Dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa "Setiap 
penanam modal berkewajibanmelaksanakan tanggung jawab sosial 
perusahaan."Sanksi-sanksi terhadap badan usaha atau perseorangan yang 
melanggar peraturan, diatur dalam pasal 34, yaitu berupa sanksi administratif dan 
sanksi lainnya, diantaranya: 
1) Peringatan tertulis 
2) Pembatasan kegiatan usaha 
3) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal,atau 
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4) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. 
4. Keputusan Menteri Energi danSumberdaya Mineral nomor 1435 
K/29/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas 
Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Umum berbunyi 
PASAL 6“ Pemerintah daerah sesuai dengan lingkup kewenangan masing-
masing menugaskan pemegang  kuasa pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan 
PKP2B sesuai dengan tahapan dan skala usahanya untuk membantu program 
pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah pada masyarakat setempat 
yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan 
ekonomi.  
5. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineal Nomor 28 Tahun 2009 
Tentang Penyelenggaraan Uasaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batu Bara 
Bagian ketiga pasal 24 ayat 1 dan 2 tentang kewajiaban menyusun laporan 
pelaksanaan kegiatan triwulan dan tahunan, salah satu kegiatan yang disebutkan 
dalam pasal ini adalah kegiatan pengembangan masayarakat 
 
II.3. Konsep Corporate Social Responsibility 
II.3.1 Pengertian CSR / Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  
Menurut bahasa, Corporate Sosial Responsibility diartikan Tanggung 
Jawab Sosial Perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas memilih menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial 
dan Lingkungan untuk penjabaran dalam pengaturan tersebut. Pada saat ini 
belum adanya kesatuan bahasa terhadap istilah CSR namun secara 
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konseptual semuanya memiliki kesamaan makna. Banyak istilah untuk 
mengartikan tanggung jawab sosial perusahaan (Coorporate Social 
Responsibility/ CSR) dan juga beragam definisinya karena sampai sekarang 
belum ada definisi tunggal yang disepakati secara global. Pasal 1 butir 3 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
menyebutkan defenisi tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR sebagai 
berikut:  
“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk 
berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna 
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi 
Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada 
umumnya”.  
 
Terlihat dari definisi di atas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan/ 
CSRmenekankan pada penciptaan pembangunan ekonomi berkelanjutan 
yangbermanfaat bagi perseroan itu sendiri maupun bagi masyarakat.Definisi 
tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR yang juga sama menekankan 
kontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan terdapat pada definisi 
menurut The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 
dan World Bank. The World Bisiness Council for Sustainable Development 
(WBCSD) yang merupakan lembag internasional yang berdiri tahun 
1955yang beranggotakan 120 perusahaan multinasional yang berasal dari 30 
negaradi dunia, lewat publikasinya “ Making Good Business Sense ” 
mendefinisikan corporate social responsibility : 
 “Continuing commitment by business to behave ethically and 
conrtributed to economic development while improving the quality of 
life of he workforce and their families as well as of the local community 




Definisi tersebut menunjukkan tanggung jawab sosial korporat adalah 
komitmen berkelanjutan dari bisnis atau perusahaan untuk berperilaku etis 
dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi seraya menaikkan kualitas 
hidup karyawan dan keluarganya maupun komunitas sekitar dan masyarakat 
luas (WBCD dalam Nanik Trihastuti,2013 :188) 
Adapun prioritas CSR menurut organisasi ini mencakup hal-hal berikut ini 
1. Hak asasi manusia 
2. Hak pekerja 
3. Perlindungan lingkungan 
4. Supplier relation (hubungan dengan pemasok) 
5. community involvment (Keterkaitan Masyarakat) 
6. rights (hak-hak pemangku kepentingan) 
7. CSR performance monitoring and assesment (pemantauan dan 
penilaian kinerja CSR) 
World Business Council dalam Ismail(2009,29) 
The business Roundtable yang didirikan pada tahun 1972 dan 
beranggotakan para CEO dari 150 perusahaan besar di Amerika, yang 
secara keseluruhan mempekerjakan kurang lebih 10 juta karyawan.pada 
tahun 1981, salah satu gugus dalam The Business Roundtable 
mengeluarkan “ Statement on Corporate Responsibility”. Pernyataan tersebut 
menyebutkan pentingnya perusahaan melayani seluruh konstituen 





a. Para penyedia dana (financiers) 
b. Pemasok 
c. Masyarakat setempat (communities) 
d. Masyarakat secara luas (society at large) 
e. Pemegang saham (shareholders)  
Menurut pandangan The Business Roundtable, keberadaan perusahaan 
sangat bergantung pada dukungan  masyarakat secara luas. Perusahaan juga 
memperoleh berbagai keistimewaan perlakuan (privilages) seperti kewajiban 
terbatas (limited liabilities), umur kegiatan usaha yang tidak terbatas (indefinite 
life), dan perlakuan khusus. Oleh karena itu, perusahaan memiliki tanggung 
jawab terhadap masyarakat secara luas sebagai salah satu bagian dari 
konstituen telah memungkinkan perusahaan memperoleh berbagai perlakuan 
istimewa tersebut. Baron(2006) dalam Ismail (2013 ,8) 
Pada tanggal 1 November 2010 diluncurkan Dokumen ISO 26000:2010 
mengenai Guidance on Social Responsibility yaitu sebuah standar panduan 
pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR secara global. Adapun 
pengertian menurut ISO 26000:2010 yaitu: 
Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and 
activities on society and the environment, through transparant and ethical 
behaviour that contributes to sustainable development, health and the 
welfare of society, takes into account the expectations of stakeholder, is in 
compliance with applicable law and consistent with international norms of 





Pengertian di atas dapat diartikan sebagai tanggung jawab sebuah 
organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan 
kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan 
dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan 
pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, 
mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum 
yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi 
dengan organisasi secara menyeluruh 
Merujuk pada Saidi dan Abidin (2004:64-65) sedikitnya ada empat 
model atau pola CSR yang ummnya diterapkan oleh perusahaan di 
Indonesia. 
1. Keterlibatan langsung. 
Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan 
menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke 
masyarakat tanpa perantara. 
2. Melalui yayasan atau organisasi Sosial perusahaan 
Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau 
groupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di 
perusahaan-perusahaan di negara maju 
3. Bermitra dengan pihak lain 
Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan Instansi 
pemerintah, lembaga sosial / Organisasi non-pemerintah (ornop), instansi 
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pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana 
maupun melaksanakan kegiatan sosialnya. 
4. Mendukung atau begabung dalam suatu konsorsium 
Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota, atau mendukung suatu 
lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. 
II.3.2 Komponen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ CSR   
Terdapat tujuh hal yang menjadi komponen utama tanggung jawab 
sosial perusahaan/ CSR menurut Wibisono yaitu antara lain sebagai berikut: 
1. Perlindungan lingkungan  
Perlindungan lingkungan dilakukan perusahaan sebagai wujud kontrol sosial 
yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan.  
2. Perlindungan dan jaminan karyawan  
Kesejahteraan karyawan merupakan hal mutlak yang menjadi tolak ukur bagi 
perusahaan dalam menghargai karyawannya.  
3. Interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat  
Peran masyarakat dalam menentukan kebijakan perusahaan penting, 
sehingga perusahaan dengan masyarakat sekitarnya harus menjaga 
harmonisasi agar bersinergi.  
4. Kepemimpinan dan pemegang saham  
Pemegang saham merupakan pihak yang paling memiliki kepentingan 
terhadap pencapaian keuntungan yang diperoleh perusahaan.  
5. Penanganan produk dan pelanggan  
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Kepuasan pelanggan adalah hal yang utama, sehingga apabila pelanggan 
puas maka mereka akan repeat order dan keuntungan lebih akan diperoleh.  
6. Pemasok (supplier)  
Pemasok merupakan pihak yang menguasai jaringan distribusi.Hubungan 
yang baik dengan pemasok menguntungkan perusahaan.  
7. Komunikasi dan laporan  
Keterbukaan terhadap komunikasi dan pelaporan yang tercermin melalui 
sestem informasi akan membantu dalam pengambilan keputusan. Diperlukan 
keterbukaan informasi material dan relevan bagi stakeholders. 
(Komponen CSR, http://www.scribd.com/doc/106543823/Komponen-Csr, 
diakses tanggal 28 Oktober 2014, pukul 18.29) 
Adapun Komponen tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR yang 
diidentifikasi menjadi prioritas menurut The World Business Council for 
Sustainable Development (belakangan berganti nama menjadi Business 
Action for Sustainable Development) yaitu: 
1. human rights,  
2. employee rights,  
3. environmental protection,  
4. supplier relations,  
5. stakeholder rights, and  
6. CSR performance monitoring and assessment.  
Komponen tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR menurut Global 
Reporting Initiative (GRI) antara lain: 
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1. the workplace,  
2. human rights,  
Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama(2008) dalam skripsi akmal 
(2013) 
 
II.4 Konsep Sustainability 
Di penghujuing tahun 1987, the world Commission on Environment and 
development yang lebih dikenal dengan The Brundtland Commission mngeluarkan 
laporan yang dipublikasikan oleh Oxford University Press berjudul “Our Common 
Future”. Salah satu poin penting dalam laporan tersebut adalah diperkenalkannya 
konsep pembangunan berkelanjutan( Sustainability Development), yang 
didefinisikan oleh Bruntland sebagai berikut 
“Sustainable development is a development that meets the needs of present  without 
compromosing the ability of future generation to meet their own needs” 
 
(“Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi 
generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka “) 
 
Konsep sustainability development sendiri,mengandung dua ide utama 
didalamnya,yatitu sebagai berikut. 
1. Untuk melindungi lingkungan, dibutuhkan pembangunan ekonomi. 
Kemiskinan merupakan suatu peneyebab penurunan kualitas lingkungan. 
Masyarakat yang kekurangan pangan,perumahan,dan kebutuhan dasar 
untuk hidup cenderung menyalahgunkan sumber daya alam hanya untuk 
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bertahan hidup. Oleh karena itu, perlindungan terhadap lingkungan hidup 
membutuhkan standra hidup yang memadai untuk seluruh masyarakat dunia. 
2. Kendati demikian, pembangunan ekonomi harus memerhatikan 
keberlanjutan,yakni dengan cara melindungi sumbedaya yang dimiliki bumi 
bagi generasi mendaatang. Pertumbuhan ekonomi tidak bisa dibenarkan 
dengan merusak hutan,lahan pertanian,air, dan udara dimana semua sumber 
daya tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung kehidupan manusia di 
planet ini. Kita harus menjadi penghuni bumi sebaik mungkin 
(Preston) dalam Ismail (2009,27) 
Pengenalan konsep sustainability development memberi dampak besar 
kepada perkembangan konsep CSR selanjutnya. Sebagai contoh The Organization 
for Economic Cooperation and Development (OECD) merumuskan CSR sebagai:  
 
“Business’s contribution to sustainable development and that corporate must 
not only ensure returns to shareholderswages to employees, and products 
and services to consumers, but they must respond to societal and 
environmental concern and value”  
 
(“ kontribusi bisnis bagi pembangunan berkelanjutan serta adanya perilaku korporasi 
yang tidak semata-mata ingin menjamin adanya pengembalian bagi para karyawan, 
dan pembuatan produk serta jasa bagi pelanggan, melainkan perusahaan bisnis 
juga harus memberi perhatian terhadap berbagai hal yang dianggap penting serta 
nilai-nilai masyarakat .”).  
Rumusan lain mengenai CSR yang sejalan dengan konsep sustainable 
development diberikanoleh Commsion for European Communities. Organisasi ini 
memandang CSR (yang disampakan dalam dokumen the Green Paper) , sebagai, 
“essentially a concept whereby companies decide voluntariry to contribute to a better 
society and a cleaner environment)”. Organisasi ini menilai bahwa perusahaan 
bertanggung jawab secara sosial, bukanlah perusahaan yang semata-mata 
memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya menurut aturan hukum 
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melainkan perusahaan yang melaksanakan kepatuhan melampaui ketentuan hukum 
serta malakukan investasi lebih di bidang human capital,lingkungan hidup, dan 
hubugan dengan para pemangku kepentingan.  
The Green Paper selanjutnya membagi CSR yang dilakuan perusahaan ke 
dalam dua kategori, yaitu : 
1. Internal dimension of CSR (mencakup manajemen sumber daya manusia, 
kesehatan dan keselamatan kerja, adaptasi terhadap perubahan dan 
pengelolaan dampak lingkungan, serta sumber daya alam. 
2. Eksternal dimension of CSR (mencakup pemberdayaan komunitas lokal, 
partner usaha yang mencakup para pemasok dan konsumen, hak asasi 
manusi, dan permasalahan lingkungan global). Organisasi ini mengajukan 
pendekatan secara hilistik terhadap CSR, yang di dalamnya mencakup hal-
hal berikut ini. 
a. Social responsibility integrated management 
b. Social responsibility reporting reporting and auditing 
c. Quality in work 
d. Social and eco label 
e. Socially responsible investment 
Sebagai adopsi atas konsep sustainable development, saat ini perusahaan 
secara sukarela menyusun laporan setipa tahun yang dikenal dengan sustainability 
report. Salah satu model awal yang digunakan oleh perusahaan dalam menyusun 
sustainability report mereka adalah dengan mengadopsi metode akuntansi baru baru 




II.5 Community Development (pengembangan masyarakat) Sebagai Wujud 
Tanggung Jawab Sosial  
 
II.5.1 Konsep Community Development 
Community Development adalah salah satu metode pekerjaan sosial yang 
tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, melalui 
pendayaagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka, serta menekankan pada 
prinsip partisipasi sosial .Edi Suharto(2005) dalam Nanik Trihastuti (2013,190) 
Secara lebih jelas letak dan posisi Community Development dalam 
keseluruhan konsep CSR adalah sebagai berikut; 
 
Gambar 2.3 Community Development dalamkeseluruhan konsep CSR 
Sumber :http://rexxarsosio.wordpress.com 
Dapat dilihat bahwa community development merupakan bagian dari CSR. 
kesalahan umum yang paling sering dijumpai adalah menyamakan community 
development dengan CSR. Pengembangan masyarakat sebetulnya adalah upaya 
sistematis untuk meningkatakan kekuatan kelompok-kelompok masyarakat yang 
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kurang beruntung (disvantenged groups) agar menjadi lebih dekat kepada 
kemandirian. Dwi Kartini (2013:37) 
Konsep CSR seringkali diidentikan dengan metode pengembangan 
masyarakat ( community development ). Dilihat dari motivasi dan paradigma CSR 
diatas, maka sesungguhnya pendekatan  community development merupakan satu 
bentuk CSR yang lebih banyak didorong oleh motovasi kewargaan, meskipun pada 
beberapa aspek lain masih diwarnai oleh motovasi filantropis . Saidi dan 
Abidin(2004) dalam Edi Suharto (2006)  
Dalam booklet Dirjen Bina Karya (2012), tujuhCore subject dalam CSR: 
1. Tata kelola 
2. Hak asasi manusia 
3. Ketenagakerjaan 
4. Lingkungan hidup 
5. Fair operating practices 
6. Isu konsumen 
7. Keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat 
Dari ketujuh core subject dalam CSR tersebut, yang paling terkenal adalah 
keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan 
Community Development. Community development hanyalah salah satu bagian 
(core subject) CSR 
Istilah masyarakat dalam pengembangan masyarakat biasanya diterapkan 
terhadap pelayanan-pelayanan sosial kemasyarakatn yang membedakannya 
dengan pelayanan sosial kelembagaan.pengembangan masyarakat pada umunya 
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diartikan sebagai pelayanan yang menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih 
bernuansa pemberdayaan (empowerment). 
Secara umum community development dapat didefinisikan sebagai kegiatan 
pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat 
untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik apabila 
dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan. Sehingga 
masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas 
kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Program Community Development 
memiliki tiga karakter utama yaitu berbasis masyarakat (community based), berbasis 
sumber daya setempat (local resource based) dan berkelanjutan (sustainable). Dua 
sasaran yang ingin dicapai yaitu: sasaran kapasitas masyarakat dan sasaran 
kesejahteraan. Sasaran pertama yaitu kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui 
upaya pemberdayaan (empowerment) agar anggota masyarakat dapat ikut dalam 
proses produksi atau institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan (equity) 
dengan tidak membedakan status dan keahlian, keamanan (security), keberlanjutan 
(sustainability) dan kerjasama (cooperation), kesemuanya berjalan secara simultan.  
Program pengembangan masyarkat ini pada dasarnya merupakan kewajiban 
sebagai wujud realisasi dari keinginan untuk memberikan kemanfaatan langsung 
kepada masyarakat, sebab meskipun pelaksanaan pertambangan dilaksankan oleh 
kontraktor, pemerintah tetap menginginkan agar kemanfaatan bagi rakyat banyak 
secara langsung tetap terjamin. 
Komunitas dapat diartikan sebagai satuan kelompok orang yang memiliki 
hubungan dan interaksi sosial yang relatif intensif karena adanya kesaman ciri 
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dan/atau kepentingan bersama. Komunitas merupakan penduduk lokal yang dapat 
teridentifikasi dari masyarakat luas melalui peningkatan interaksi 
Apabila dilihat dari segi hubungan sosialnya, komunitas terbagi atas 
komunitas teritorial, yaitu hubungan dalam ketetanggaan yang diikat oleh kesamaan 
tempat, dan komunitas non-teritorial, yaitu hubungan yang memiliki kesamaan yang 
tidak didasarkan oleh suatu tempat. Info Comdev (2003) dalam Nanik Trihastuti 
(2013,191) 
Pada sektor energi dan sumber daya mineral, program community 
development (Pengembangan Masyarakat) dilakukan salah satunya adalah dalam 
rangka mempersiapkan life after mining (kehidupan pasca tambang) bagi daerah 
maupun komunitisekitarnya. 
Menurut Ferdian Tony Nasdian (2004) dalam Nanik Trihastuti (2013,191) 
community development dapat dilihat sebagai suatu program, sebagai suatu proses 
,metode, dan sebuah gerakan. Sebagai suatu program, community development 
berarti mempunyai kegiatan-kegiatan yang terangkum dalam sebuah program ; 
sebagai sebuah proses, yaitu bahwa kita ingin  melihat apa sebenarnya yang terjadi 
dalam rangkaian kegiatan tersebut; sedangkan sebagai suatu metode, community 
development  dapat dipakai untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang tmbul 
di masyarakat dan sebagai suatu gerakan merupakan upaya untuk melakukan 
sosialisasi dan penyadaran  kepada semua pihak. 
Secara umum, kegiatan pengembangan masyarakat  yang dilakukan oleh 
berbagai institusi saat ini dapat di kelompokkan ke dalam tiga pendekatan yaitu : 
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1. Pertama, adalah penedekatan yang memandang masyarakat yang 
menjadi sasaran proses diffusi sebagai obyek semata. Dalam hal ini, 
masyarakat yang menjadi sasaran dipandang sebagai benda mati, tanpa 
diberi kesempatan untuk melakukan penilaian apakah ide dan teknologi 
yang diperkenalkan berguna bagi mereka atau tidak 
2. Kedua, adalah pendekatan yang dilakukan dengan memberi rangsangan 
dan motivasi kepada masyarakat yang dijadikan sasaran diffusin untuk 
memikirkan masalah utama yang dihadapi mereka, dan diberikan 
kesempatan untuk memikirkan dan menemukan cara pemecahan yang 
terbaik untuk masalah yang mereka hadapi. Masyarakat yang menjadi 
sasaran diperlakukan sebagai subyek sasaran. 
3. Ketiga, adalah pendekatan yang merupakan kombinasi dari kedua 
pendekatan diatas. Pada hal-hal tertentu masyarakat yang menjadi 
sasaran program diperlakukan sebagai subyek, tergantung dari berbagai 
pertimbangan masak yang dilakukan. Pendekatan ini, dianggap sebagai 
pendekatan yang terbaik dalam upaya pengembangan masyarakat, 
sebab disamping dipandang sebagai obyek sasaran, masyarakat juga 
diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka sendiri. 
 
II.5.2 Prinsip-Prinsip community development / Pengembangan 
Masyarakat 
Jim Ife dan Frank Tesoriero dalam bukunya yang berjudul community 
development : alternative pengembangan masyarakat di era globalisasi 
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(2008:493-546) menjabarkan prinsip-prinsip yang secara keseluruhan 
menggambarkan sebuah pendekatan yang bertalian secara logis untuk 
pengembangan masyarakat, 
a. Prinsip-prinsip Ekologis 
Prinsip ekologis menginformasikan pengembangan masyarakat dalam bentuk 
yang berorientasi pada proses, dan mewakili implikasi yang signifikan untuk 
kinerja masyarakat yang efektif. Adapun yang termasuk dalam prisinp-prinsip 
ekologis disini adalah: (1) Holisme (2) sustainability/berkelanjutan (3) 
kenakekaragaman (4) perkembangan organic, dan (5) perkembangan yang 
seimbang. 
b. Prinsip-prinsip keadilan Sosial dan Hak Asasi Manusia 
Sebuah gagasan bahwa pengembangan masyarakat tidak hanya bekerja 
untuk mewjudkan dunia yang lebih dapat bertahan lama, tetapi juga dunia 
yang lebih adil. Adapun yang termasuk dalam prisinp-prinsip keagdilan Sosial 
dan Hak Asasi Manusia adalah : (1) mengatasi struktur yang merugikan (2) 
mengatasi wacana-wacana yang merugikan (3) pemberdayaan (4) Hak Asasi 
Manusia (5) Definisi kebutuhan 
c. Menghargai yang lokal 
Prinsip-prinsip ini berpusat pada gagasan tentang penghargaan lokal, dan 
bukan mengistimewakan pengetahuan,ketrampialan, proses dan sumber 
daya yang dipaksakan dari masyarakat ‘atas’ .prinsip ini diwujudkan dengan 
cara : (1) mengahargai pengetahuan local (2) menghargai budaya local (3) 
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menghargai sumber daya local (4) menghargai keterampilan masyarakat 
local (5) menghargai proses local (6)partisipasi 
d. Prinsip-prinsip Proses 
Prinsip-prinsip proses mencakup : (1) proses,hasil dan visi (2) integritas 
proses (3) menumbuhkan kesadaran (4) kerjasama dan consensus 
(5)langkah pembangunan (6) perdamaian dan anti kekerasan (7) inklusifitas 
(8) membangun masyarakat (9) 
e. Prinsip global dan lokal 
Hubungan anatara global dan lokal merpakan bagian yang signifikan dari 
semua praktik pengembangan masyarakatdan perlu menjadi bagian dari 
kesadaran pekerja masyarakat. Prinsip ini mencakup (1) Menghubungkan 
local dan global dan (2) Praktik anti-Kriminalis. 
 
II.5.3 Model-Model Community development / Pengembangan 
Masyarakat 
Jack Rothman dalam karya klasiknya yang terkenal, three models of 
community organization practice (1968) dalam buku Edi Suharto (2010,42) 
mengembangkan tiga model yang berguna dalam memahami konsepsi 
tentang pengembangan masyarakat yakni : 
1.Pengembangan Masyrakat Local 
Pengembangan masyarakat local adalah proses yang ditujukan untuk 
menciptakan kemajuan social dan ekonomi bagi masyarakat itu sendiri. 
Anggota masyrakat dipandang bukan sebaga klien yang bermasalah 
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melainkan sebagai masyarakat tang unik yang memiliki potensi,hanay saja 
potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan.Pengembangan 
masyarakat local pada dasarnya merupakan proses interaksi antara anggota 
masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja social. Pekerja social 
membantu menigkatakan kesadaran dan mengembangkan kemampuan 
mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. 
2. Perencanann Sosial 
Perencanaan social disini menunjuk pada pragmatis untuk 
menetukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan 
masalah social tertentu. Sperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan 
remaja, kebodohan (buta huruf), kesehatan masyarakat yang buruk, 
kekurangan gizi dan lain-lain 
3. Aksi social 
     Tujuan dan sasaran utama aksi social adalah perubahan-
perubahan fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat 
melalui proses pendistribusian kekuasaan(distribution of power), sumber 
(distribution of resource) dan pengambilan keputusan (distribution of 
decision making). Masyarakat diorganisir melalui proses penyadaran, 
pemberdayaan dan tindakan-tindakan actual untuk menubah struktur 
kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokrasi,kemerataan 
(equality), dan keadilan (equity) 
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II.5.4 Teknis Pengelolaan Program Pengembangan Dan Pemberdayaan 
Masyarakat 
    Implementasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat 
dilakukan dengan menyesuaikan rangkaian tahapan tambang. Implementasi ini 
dilakukan dengan menyesuaikan dengan karakteristik lokal terkait apa yang 
menjadi kebutuhan masyarakat bukan keinginan perusahaan. Mengenai teknis 
program community development Direktorat Jendral Mineral, Batu bara dan 
panas bumi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral menjelaskan secra 
rinci dalam buku Pedoman Pengelolaan Pengembangan Masyarakat di Wilayah 
Sekitar Tambang 
A. Kegiatan Pengembangan Masyarakat 
Eksplorasi/pra-produksi 
1. Pada tahap eksplorasi ini pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP Harus 
menyusun dan merencanakan program pengembangan dan pembedayaan 
masyarakat desa sekitar lokasi wilayah tambang. Pada tahap ini beberapa 
komponen yang harus dilakukan anatara lain lain: 
a. Persiapan internal (pengorganisasian kelembagaan dan system kordinasi 
internal,persiapan sumber daya,gambaran awal komuniti) 
 Pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP harus memiliki minimal 
struktur ataupun kerja yang bertanggung jawab menangani 
program pengembangan dan pemberdyaan masyarakat. 
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 Pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP setidaknya memiliki 
kebijakan,visi dan misi yang mendukung pelaksaan program 
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. 
b. Melakukan kegiatan community relation(hubungan masyarakat) dan 
community services (pelayanan kepada masyarakat) kepada kelompok 
masyarakat yang ada disekitar operasi perusahaan pemegang 
IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP dalam bentuk yang bervariasi berdasarkan 
sumber daya perusahaan dan kesepakatan dengan masyarakat 
pemerintah daerah setempat. 
c. Melakukan penelitian baseline (pendahuluan) untuk melakukan deskripsi 
terutama masyarakat desa yang berada diwilayah Ring 1. Proses 
identifikasi baseline (pendahuluan) dilakukan dalam 3 tahap yaitu antara 
lain mencakup : 
Tahap 1 : Studi identifikasi kondisi masyarakat, yang mencakup antara 
lain: 
 Kondisi social ekonomi masyarakat 
 Kondisi budaya masyarakat 
 Kondisi kesehatan masyarakat 
 Keberadaan kelompok masyarakat adat (indegeous people) 
 Kondisi sarana dan prasaran fisik untuk public 
Tahap 2 :melakukan konsultasi public berkaitan dengan hasil studi 




 Melakukan konsultasi publk diawal studi dengan tujuan sosialisasi 
studi (1kali pertemuan) 
 Melakukan konsultasi public diakhiri studi dengan tujuan untuk 
mendapatkan masukan dan konfirmasi hasil studi 
baseline(pendahuluan), yang dilakukan bersamaan dengan 
presentasi rencana pemberdayaan (1kali pertemuan) 
Tahap 3 Menyusun rencana pelaksanaan program pengembanagan dan 
pemberdayaan mayarakat yang mencakup antara lain : 
 Rencana pelaksanaan program pelaksanaan progam pengembangan 
dan pemberdayaan masyarakat 
 Rencana keterlibatan stakeholder dan Yayasan Pengembanagn 
Masyarakat dalam program 
 Melakukan konsultasi pubblikdiakhir studi dengan tujuan untuk 
mendapatkan masukan dan konfirmasi hasil studi baseline 
(pendahuluan) dan rencana pemberdayaan (1kali pertemuan) 
2. Pada tahap Eksplorasi/ Pra-produksi ini para pemegang 
IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP diwajibkan untuk menyusun dan menyerahkan 
rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk tahapan  
eksploitasi dan pasca tambang yang disertakan pada peningkatan status izin 
pertambangan 
3. Pelaksanaan penelitian baseline (pendahuluan) difokuskan kepada 
masyarakat ang berada diwilayah ring 1 operasional perusahaan pemegang 
40 
 
IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP , sera kebutuhan  program pengembangan dan 
pemberdayaan masyarakat 
4. Pelaksanaan peneklitian baseline (pendahuluan) difokuskan kepada 
masyarakat yang berada Ring 1 operasional perusahaan pemegang 
IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP, namun tidak menutup kemungkinan perusahaan 
IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP melakukannya hingga Ring II dan III sesuai 
kebutuhan dan kemampuan pemegeang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP 
5. Pertemuan konsultasi public dengan konfirmasi hasil baselinedan rencana 
pemberdayaan masyarakat hasruslah dihadiri oeh sekurang-kurangnya 
perwakilan seluruh masyarakat desa yang  wilaahnya masuk dalam Ring 1, 
kemudian perwakilan pihak pemerintah daerah hingga tingkat desa,serta 
pihak akademisi atau lsm setempat 
Ekploitasi/ produksi 
Pada tahapan ini, mulai dilakukan penyusunan dan persiapan program yang 
lebih detil dan akurat yang diiringi dengan pelaksanaan program community 
relation (hubungan masyarakat) dan community services (pelayanan kepada 
masyarakat) yang mendukung ke arah pengembangan program community 
empowerment (pemberdayaan masyarakat). Adapun Implementasi program 
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disesuaikan dengan tahapan 
tambang dan karakteristik lokal dimana program dilakukan yang meliputi : 
 Community relation (hubungan masyarakat) :  
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Pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada 
stakeholder yang pada umumnya banyak dilakukan kepada masyarakat 
setempat dan Pemerintah Daerah.  
 Community services (Pelayanan Masyarakat) 
Bantuan pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang terlaksananya 
program Community Relation (hubungan masyarakat) dan Community 
Empowerment (pemberdayaan masyarakat) 
 Community Empowerment (pemberdayaan   masyarakat) 
Upaya memperkuat kapasitas komuniti (masyarakat) dalam meningkatkan 
kualitas dan taraf hidup mereka 
 
B. Jenis Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat 
1. Community Relation (hubungan masyarakat) 
a. Bantuan di bidang perbaiakn tingkat pendidikan 
b. Bantuan di bidang perbaikan tingkat kesehatan 
c. Melestarikan dan mempromosikan budaya local 
d. Bantuan saran dan prasarana peninjang perekonomian 
e. Bantuan bidang social dan olahraga 
f. Bantuan bidang keagamaan 
2. Community empowerment (pemberdayaan masyarakat) 
a. Kemitraan dengan penyedia barang dan jasa tingkat lokal (kepemilikan 




b. Pengembanagn komoditi lokal berpotensial untuk meningkatkan 
perekonomian masyarakat 
c. Pengembanagn usaha-usaha kecil da menengah lokal untuk pngolahan 
lanjut dari komoditi lokal 
d. Penigkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha dan 
keterampilan teknis usaha 
e. Penguatan institusi/ lembaga lokal (baik lembaga pemerintahan maupun 
non pemerintah) melalui penigkatan kapasiats leadership dan 
pengelolaan lembaga 
f. Penigkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia 
3. Community service (pelayanan kepada masyarakat) 
4. Bantuan pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang program 
community relation (hubungan masyarakat) dan community empowerment 












II.7  Kerangka Konseptual 
Untuk memudahkan dan menyamakan persepsi kita terhadap karyailmiah ini, maka 
di bawah ini penulis akan memberikan gambaran tentang kerangka pemikiran dari 




















Implementasi tanggung jawab 
sosial di kabupaten Morowali 
utara 












1.Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-
tujuan kebijakan 
2. Sumber-sumber Kebijakan 
3. Komunikasi antar organisasi dan 
kegiatan-kegiatan pelaksanaan 
4.karakteristik badan-badan pelaksana 
5. kecenderungan 
pelaksana(impelementors) 







III.1 Pendekatan Penelitian 
 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu 
melakukan wawancara mendalam, yang kemudian hasil wawancara diolah dan  
akan diperoleh data. Dalam menganalisis data dilakukan berdasarkan teori Van 
Meter dan Van Horn yaitu teori implementasi atau dengan menggunakan metode 
deduktif yang mengangkat permasalahan Internal dan  External. 
 
III.2 Lokasi Penelitian  
Lokasi dalam penelitian Kab. Morowali Utara, khususnya pada kelurahan 
yang melaksanakan tanggung jawab sosial yaitu kelurahan Kolonodale, Bahoue, 
dan Bahontula. Ketiga kelurahan tersebut berada dalam Kecamatan Petasia 
Kabupaten Morowali Utara.  
III.3 Tipe dan Dasar Penelitian 
1.Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif dimaksudkan 
untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, 
mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara sistematis. Tipe deskriptif 
didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi  pada saat peneliti melakukan 
penelitian kemudian menganalisanya dan membandingkan dengan kenyataan yang 






Dasar penelitian yang dilakukan adalah survey yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis studi kasus tentang 
Implementasi tanggung jawab sosial dalam bentuk Program Community 
Development dengan memilih data atau menentukan ruang lingkup tertentu sebagai 
sampel yang dianggap representatif. 
 
III.4Unit Analisis 
Sehubungan dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, 
maka yang menjadi unit analisis adalah program Community Development yang 
dilaksanakan di Kabupaten Morowali pada masyarakat lngkar tambang. Unit analisis 
ini didasarkan pada pertimbangan bagaimana implementasi program community 
development di kabupaten Morowali Utara sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh  
pemerintah  untuk melaksanakan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan kepada  
masyarakat khususnya pada masyarakat lingkar tambang 
 
III.5Informan  
Informan yang dimaksud dalam kegaitan penelitian ini adalah aparatur dan 
tokoh masyarakat yang menagani langsung atau terkait dalam penelitian ini. Teknik 
purposive sampling digunakan dalam penentuan jumlah informan penelitian. 
Informan dalam penelitian ini terdiri dari : 
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a. Komite/tim/panitia community development (COMDEV/CD) /Pengembangan 
masyarakat 
b.Aparat pemerintah daerah setempat yang terkait 
c. tokoh masyarakat 
d. Dan dari target group, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dari program 
community development ini 
 
III.6 Jenis dan Sumber Data  
Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri atas 2 
(dua) jenis data, yakni:  
1. Data primer, yaitu data yang secara langsung didapatkan di lapangan melalui 
teknik wawancara dengan pihak pemerintah dalam hal ini Lurah maupun staf 
kelurahan yang menegtahui pelaksanaan program ini, komite/tim/panitia 
Comdev/CD dan Mayarakat lingkar tambang 
2. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan mengkaji dokumen yang 
berhubungan dengan objek penelitian baik berupa buku-buku, data dari internet, 
peraturan perundang-undangan, maupun dari sumber tertulis lainnya yang masih 
berhubungan dengan objek penelitian.  
Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:  
1. Sumber data primer, yaitu pendapat atau pandangan dari para sampel penelitian 
tentang permasalahan yang diteliti.  
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2. Sumber data sekunder, yaitu data tentang objek penelitian yang disediakan oleh 
kelurahan, pantia pelaksana, RSUD kolonodale,BPS, buku-buku, dan data dari 
internet.  
 
III.7 Teknik Pengumpulan Data  
1. Untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini 
makapengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pemerintah dan 
masyarakat 
2. Untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka 
pengumpulan data dilakukan melalui kajian buku-buku, data dari internet, peraturan 
perundang-undangan, maupun sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek 
penelitian.  
III.8 Fokus  Penelitian 
 Fokus Penelitian merupakan penjelasan dari kerangka konseptual. Dalam 
penelitian ini  yang menjadi fokus penelitian peneliti adalah Secara garis besar 
Implementasi merupakan setiap kegiatan yang dilakukan menurut rencana untuk 
mencapai tujuan yang telah ditentukan.  Upaya untuk memahami adanya perbedaan 
antara yang diharapkan dengan fakta yang telah terjadi dam menimbulkan 
kesadaran mengenai pentingnya suatu pelaksanaan. Begitu pula dengan 
implementasi program  community development sebagai wujud tanggung jawab 
sosial. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui faktor faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan Implementasi sebuah program sehingga penelitian 
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menggunakan teori menurut  Van Meter dan Van Horn, dimana menurutnya 
implementasi kebijakan dipengaruhi oleh Ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, 
karakteristik Agen pelaksana, Sikap/ Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana, 
Komunikasi antar Organisasi dan Aktivis Pelaksana dan Lingkungan Ekonomi, 
Sosial, dan Politik. 
Sebelum menganalisis implementasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial 
berdasarkan faktor-faktor berpengaruh, penulis mendeskripsikan pelakasanaan 
program community development di Kabupaten Morowali Utara, dalam tiga sektor 
yakni pengembangan sumberdaya manusia, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi. 
III.9  Analisis Data  
Untuk mendapat hasil akhir yang diinginkan, maka data yang diperoleh baik 
dari hasil wawancara dan telaah literatur dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya 
data tesebut disajikan dalam bentuk deskriptif. Sehingga penelitian ini tidak hanya 












GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
IV.1 Gambaran umum Kabupaten Morowali Utara 
Kabupaten Morowali Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten 
Morowali terdiri atas 9 (sembilan) kecamatan, yaitu Kecamatan Petasia, Kecamatan 
Petasia Timur, Kecamatan Lembo Raya, Kecamatan Lembo, Kecamatan Mori Atas, 
Kecamatan Mori Utara, Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara, dan 
Kecamatan Mamosalato. Kabupaten Morowali Utara memiliki luas wilayah 
keseluruhan ±10.004,28 km persegi dengan jumlah penduduk ±92.766 jiwa pada 
tahun 2012 dan terdiri atas 125 (seratus dua puluh lima) desa/kelurahan.  
Pembentukan Kabupaten Morowali Utara adalah terlahir dari aspirasi 
masyarakat dan secara administrasi telah bergulir sejak tahun 2003. Alasan 
pembentukan Kabupaten Morowali Utara merupakan korban dari Undang-Undang 
Nomor 51 Tahun 1999 yang bersifat ambigu sehingga menimbulkan konflik dalam 
masyarakat dan menyimpan potensi konflik horizontal yang tinggi dalam 
masyarakat.  
Sejarah perjuangan melahirkan Kabupaten Morowali tumbuh sejak lama 
dengan dicetuskan melalui kemauan politik resolusi DPRD/GR PropinsiSulawesi 
Tengah No.1/DPRD/1966, yang isinya meminta kepada pemerintah pusat agar 
Propinsi Sulawesi Tengah dimekarkan menjadi 11 (sebelas) Daerah Otonom Tingkat 
II, salah satunya adalah Kabupaten Morowali yang saat itu disebut wilayah Kerajaan 
Mori dan Kerajaan Bungku.  
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Kabupaten Morowali Utara merupakan wilayah yang didiami oleh mayoritas 
Suku Mori yang tergolong kelompok majemuk dan multikultur. Menurut Albert C. 
Kruyt (“het Lanschap Mori”) mengklasifikasi penduduk Kerajaan Mori terdiri dari 
penduduk pribumi, yaitu mereka yang telah lama menetap dan menjadi warga 
Kerajaan Mori yang terbagi lagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu orang Mori asli, 
penduduk bukan orang Mori, dan penduduk aslibukan orang Mori (suku-suku lain) 
yang mendiami wilayah kerajaan dan penduduk suku-suku yang berasal dari daerah 
lain dan sejak berabad-abad melakukan eksodus dan menetap di wilayah Kerajaan 
Mori.  
Dengan berakhirnya perang dunia ke II, Pemerintah Hindia Belanda 
melakukan penataan dengan menjadikan wilayah Kerajaan Mori dan Bungku 
sebagai bagian dari wilayah pemerintahan langsung (Government gebied) dan 
digabungkan pada wilayah pemerintahan Sulawesi dan daerah 
bawahannya(Government van Celebes en Onderhoorigheden) yang pusat 
pemerintahannya di Makassar.  
Selanjutnya bekas Kerajaan Mori dan Bungku sebagai daerah swapraja yang 
masing-masing berkedudukan di Kolonodale dan Bungku. Daerah SwaprajaMori 
dibagi 4 (empat) distrik yaitu Distrik Ngusumbatu, Distrik Sampalowo,Distrik Kangua 
dan Distrik Soyo yang kepala pemerintahannya disebut kepala distrik. Pada tahun 
1938 Pemerintah Hindia Belanda melakukan reorganisasi struktur pemerintah dan 
menghasilkan keputusan padatahun 1942 bahwa wilayah Swapraja Mori dijadikan 3 
(tiga) distrik yaitu Distrik Tomata berpusat di Tomata, Distrik Ngusumbatu berpusat 
di Tinompo, dan Distrik Petasia berpusat di Kolonodale. Seluruh wilayah 
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permukiman penduduk Suku Mori, wilayah Kecamatan Bungku Utara, dan 
Kecamatan Mamasalato yang menyatakan aspirasi dan pernyataan sikap sebagai 
yang dahulu sebagai eks daerah Swapraja Bungku kini berada dalam wilayah 
pemerintahan Kabupaten Morowali Utara.  
Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut diatas, 
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya 
terjangkau terutama di wilayah pedalaman dan kepulauan. Kondisi demikian perlu 
diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan 
daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.  
Sarana dan prasarana pemerintahan yang sudah sangat lengkap terbangun 
di wilayah Morowali Utara sehingga dapat dipastikan apabila terbentuk pelayanan 
pada masyarakat akan langsung dilakukan tanpa harus membebani APBD dengan 
pembangunan gedung pemerintahan. Sarana prasarana pemerintahan yang sudah 
tersedia di Kabupaten Morowali Utara di antaranya, kantor bupati, kantor DPRD 
kabupaten, kantor dinas-dinas,rumah jabatan pimpinan pemerintahan kabupaten, 
kantor kejaksaan,rumah tahanan, kantor syahbandar, kantor bea cukai, kantor 
TNI/Polri,serta fasilitas pelayanan umum yakni pelabuhan, kesehatan umum, depot 
Pertamina, telekomunikasi, kelistrikan, perbankan, dan PDAM. 
Sumber kekayaan alam yang besar di wilayah Morowali sehingga dapat 
dipastikan Morowali Utara dapat membiayai APBD tanpa membebani Kabupaten 
Morowali. Kesanggupan Kabupaten Morowali Utara dalam pembiayaan daerah 
berdasarkan potensi kekayaan alam yang meliputi nikel, minyak, gas, marmer, 
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perkebunan karet dan kelapa sawit, sektor pertanian, perikanan dan perdagangan. 
Selain itu Ibu Kota Morowali Utara di Kolonodale adalah satu-satunya kota 
administratif bentukan Belanda yang belum jadi ibu kota kabupaten di Indonesia. 
Pembentukan Kabupaten Morowali Utara yang merupakan pemekaran dari 
Kabupaten Morowali terdiri atas 9 (sembilan) kecamatan, yaitu Kecamatan Petasia, 
Kecamatan Petasia Timur, Kecamatan Lembo Raya, Kecamatan Lembo, 
Kecamatan Mori Atas, Kecamatan Mori Utara, Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan 
Bungku Utara, dan Kecamatan Mamosalato. Kabupaten Morowali Utara memiliki 
luas wilayah keseluruhan ±10.004,28 km persegi dengan jumlah penduduk ±92.766 
jiwa pada tahun 2012 dan terdiri atas 125 (seratus dua puluh lima) desa/kelurahan 
 
IV.2 Kelurahan Bahontula 
A.  KondisiGeografis 
KelurahanBahontulamemilikiluaswilayah  693 Ha yang meliputi : 
1  Tanah Pemukiman  129  Ha 
2  Tanah Kebun  221  Ha 
3.    Hutan   339  Ha 
4  Jalan, Sungai, Kuburandll 4  Ha 
KondisiLingkungandan RT di KelurahanBahontulayaitu : 
1  Lingkungansebanyak 4  
2  RT sebanyak 15  
Letak Kelurahan Bahontula berada di dalam wilayah Ibu Kota Kabupaten 
Morowali Utara, dengan batas-batasnya adalah : 
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 Sebelah Utara   : DesaTontoweadanDesaGanda-Ganda 
 SebelahTimur  : KelurahanBahoue 
 Sebelah Selatan   : KelurahanKolonodale 
 Sebelah Barat    : DesaTontowea 
 
B.  KondisiPerekonomian 
Jumlah penduduk Kelurahan Bahontula sebanyak 3.976 jiwa dengan 
penduduk usia produktif 2.046 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan 
miskin  165 KK. Mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah Pegawai 
Kantor. 
C. PemerintahanUmum 
Pemerintahan Umum yang berlaku di Kelurahan Bahontula meliputi : 
Organisasi Pemerintah Kelurahan, LKMK, LPKK, LPP sebagai berikut: 
1. OrganisasiPemerintahKelurahanBahontula : 
Lurah    : Masmin MAngeto, SE 
SekretarisLurah  : Christian WK. Tempali, SE 
SeksiPemerintahan  : Yane S. Rense 
SeksiEkonomidan 
Pembangunan  : Lidyawati, S. Kom 
SeksiSosialBudaya  : Mustatim Syamsuddin, SH 
SeksiKetentramandan 
Ketertiban   : MuharamMalle, SE 
2.  LembagaKetahananMasyarakatKelurahan (LKMK) : 
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Ketua    :  MundingPalega 
WakilKetua   :  -  
Sekretaris   :  Yoshep R. Melalo, SE  
Bendahara   :  YulfinaToripa 
3.   LembagaPemberdayaandanKesejahteraanKeluarga( LPKK ) 
Ketua    :  Ibu G. Bandau-Gansinale 
WakilKetua   :  Ibu T. Pesoa-Sanggona 
Bendahara   :  Ibu I. Sane-Asana 
2. LembagaPemasyarakatanPemuda ( LPP ) 
Ketua    :  Alpon Bert Taua 
WakilKetua   :  Budi Tangko 
Sekretaris   :  Yoshep R. Melalo, SE 
Bendahara   :  MeliMaliso 
 
V.3 Kelurahan Kolonodale 
A. Kondisi Geografis 
Kelurahan Kolonodale adalah salah satu wilayah yang berada di 
kecamatan petasia Kabupaten Morowali Utara dengan Luas Wilayah sekitar 
5000 KM2.  
KondisiLingkungandan RT di KelurahanKolonodale yaitu : 
1  Lingkungansebanyak 4  




 Sebelah Utara   : Kelurahan Babontula 
 SebelahTimur  : Desa Koya 
 Sebelah Selatan   : Desa Korololaki 
 Sebelah Barat    : Desa Takule 
 
B.  KondisiPerekonomian 
Jumlah penduduk Kelurahan Kolonodale sebanyak 3.325 jiwa dengan 
penduduk usia produktif 1900jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan 
miskin  100 KK. Mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah pedagang 
dan nelayan. 
C. PemerintahanUmum 
Pemerintahan Umum yang berlaku di KelurahanKolonodalemeliputi : 
Organisasi Pemerintah Kelurahan, Komite Comdev, LPP sebagai berikut: 
1. Organisasi Pemerintah Kelurahan kolonodale : 
Lurah    : Drs. Zulkifli Dg. Siame 
SekretarisLurah  : Siti Aliah S,Ag 
SeksiPemerintahan  : Agus Ponku S.Sos 
SeksiEkonomidan 
Pembangunan  : Nurjannah, S. Kom 
SeksiSosialBudaya  : H. Indra Adnan ST. M.Si 
SeksiKetentramandan 
Ketertiban   : Moh. Ardi SE 
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2.  Komite Pengembangan masyarakat 
Ketua    :  Hasan Songke 
WakilKetua   :  -  
Sekretaris   :  Siti Aliah S,Ag 




IV.4 Kelurahan Bahoue 
A. Kondisi Geografis 
Kelurahan Bahoue adalah salah satu wilayah yang berada di 
kecamatan petasia Kabupaten Morowali Utara dengan Luas Wilayah sekitar 
4500 KM2.  
Kondisi Lingkungan dan RT di Kelurahan Kolonodale yaitu : 
1  Lingkungan sebanyak 3 
2  RT sebanyak 10 
Dengan batas-batasnya adalah : 
 Sebelah Utara   : Desa Ensa 
 SebelahTimur  : Desa Keuono 
 Sebelah Selatan   : Kelurahan Kolonodale 
 Sebelah Barat    : Desa Lambolo 
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B.  KondisiPerekonomian 
Jumlah penduduk Kelurahan Bahoue sebanyak. 2450 jiwa dengan 
penduduk usia produktif 1090 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan 
miskin250 KK. Mata pencaharian penduduk Bahontula. 
C. PemerintahanUmum 
Pemerintahan umum yang berlaku di Kelurahan Bahoue meliputi : 
Organisasi Pemerintah Kelurahan, Komite Comdev sebagaiberikut: 
2. Organisasi Pemerintah Kelurahan Bahontula : 
Lurah    : Abd. Rifai Bagenda S.H 
SekretarisLurah  : Nurdiana Liku S.E 
SeksiPemerintahan  : Iske Mahandi A.Md 
Seksi Ekonomi dan 
Pembangunan  : Rafly Bagenda S.E 
Seksi Sosial Budaya  : Nirama Agustin S,Kom 
Seksi Ketentraman dan 
Ketertiban   : Robert Palimbung 
2.  Komite Pengembangan masyarakat 
Ketua    :  Melky Kahiking M.Pd 
WakilKetua   :  -  





IV.5 Profil PT. Mulia Pasific Resource Sebagai sumber Dana Program 
Community Development di Kabupaten Morowali Utara 
PT Mulia Pasific Resource merupakan anak perusahaan PT Central Omega 
(DKFT), adalah sebuah perusahaan yang listing di Bursa Efek Indoesia. DKFT 
memiliki konsensi nikel seluas 795 hektar di Morowali dan 4780 hektar melalui anak 
usahanya PT Itamatra Nusantara dan  PT Mulia Pacific Resources. Direktur utama 
PT. Mulia Pasific Resource adalah Lym Anthoni. DKFT telah menandatangani 
kesepakatan pada oktober 2012 dengan perusahaan Taiwan E United Group 
(Asiazone Co Ltd untuk membangun pabrik smelter nikel dan mendukung 
infrastruktur di Sulawesi Tengah. Total investasi yang dikeluarkan senilai US$700 
juta. Perusahaan itu membentuk perusahaan patungan dengan nama PT Yieh 
United Omega (YOU). DKFT mengontrol 40 persen saham YOU dan Asiazone 
mengontrol 60 persen saham. Kegiatan usaha utama sesuai anggaran dasar 
Sepanjang tahun 2011, DKFT mencatat pendapatan Rp485 milyar, yang 
sepenuhnya berasal dari penjualan bijih nikel sebanyak 1.4 juta ton dari tambang di 
Konawe dan Morowali Utara. Setelah dikurangi biaya lain-lain, diperolehlah laba 
bersih Rp 177 milyar. Di materi public expose yang dirilis perusahaan, dengan 
memperkirakan bahwa produksi bijih nikel akan kembali meningkat seiring dengan 
rampungnya progress eksplorasi di beberapa lokasi tambang lainnya, maka 
manajemen memperkirakan akan memperoleh laba bersih masing-masing Rp475 




a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertambangan dengan melakukan 
eksplorasi dan eksploitasi atas hasil-hasil tambang berupa nikel, batubara, timah, 
logam, emas, perak, bijih uranium dan thorium, pasir besi, bijih besi dengan 
mangan, batuan tambang, tanah liat, granit, gamping dan pasir, minyak dan gas 
alam, dan hasil-hasil tambang lainnya.  
b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan dan 
perdagangan/pemasaran atas hasil-hasil tambang berupa nikel, batubara, timah, 
logam, emas, perak, bijih uranium dan thorium, pasir besi, bijih besi dengan 
mangan, batuan tambang, tanah liat, granit, gamping dan pasir, minyak dan gas 
alam, dan hasil-hasil tambang lainnya.  
c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan lainnya antara lain ekspor 
impor, perdagangan besar lokal, grossirer, supplier, leveransir dan commission 













HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
V.I  Deskripsi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dalam bentuk coomunity 
development (pengembangan masyarakat) pada wilayah Kelurahan 
Kolonodale, Bahontula, dan Bahoue Kecamatan Petasia 
Ketentuan mengenaii community development / pengembangan masyarakat 
yang merupakan perwujudan dari tanggung jawab sosial diatur dalam Keputusan 
Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1453 K/29/MEM/2000 , pada 
peraturan ini sektor-sektor pengembangan masyarakat yang harus dipenuhi sesuai 
dengan yang terdapat dalam pasal 6  diantaranya : 
a. Pengembangan Sumber Daya Manusia 
b. Kesehatan 
c. Pertumbuhan ekonomi 
Untuk kefektifan dan kelancaran pelaksanaan beberapa program atau 
kegiatan ,tiap-tiap kelurahan membentuk panitia yang menangani program 
pengembangan masyarakat yakni komite pengembangan masyarakat. Pengurus 
komite  tersebut diangkat dan di SK-an oleh Lurah tiap-tiap kelurahan dalam hal ini 
Kolonodale, Bahontula, dan Bahoue . 
Dalam menentukan program, pihak kelurahan beserta komite comdev, tokoh-
tokoh masyarakat, dan perwakilan kelompok-kelompok masyarakat melakukan 
musyawarah mengenai program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Namun 
program yang dihasilkan dari rapat masih berupa garis-garis besar, selebihnya 
program atau kegiatan merupakan inisiatif lurah maupun komite yang saling 
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berkordinasi. Beberapa program maupun kegiatan juga merupakan hasil aspirasi 
masyarakat yang diputuskan melalui pertimbangan lurah dan komite comdev. Tindak 
lanjut dan hasil pelaksanaan program selanjutnya akan di dilaporkan dalam laporan 
pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Komite pengembangan masyarakat 
dihadapan pihak perusahaan sebagai sumber dana, masyarakat, serta pemerintah 
dalam hal ini Lurah dan Camat Kecamatan Petasia 
V.1.1Pengembangan Sumber Daya Manusia 
  Berikut tabel program pengembangan masyarakat di bidang 
pengembangan sumber daya manusia yang berhasil dilaksanakan  
Tabel 5.1. program pengembangan masyarakat di bidang pengembangan 
sumber daya manusia 
Jenis program Kelurahan 


























Sumber : hasil olahan data dari laporan pertanggungjawaban penitia comdev 2011-
2013 
Kriteria penerima program pengembangan masyarakat khususnya di bidang 
pengembangan sumber daya manusia ini didasarkan atas pertimbangan pentingnya 
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mengembangkan kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan 
sumber daya finansial, hasil wawancara dengan lurah Kolonodale menyatakan 
“untuk bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu, kami 
mempertimbangkan kewajaran dari proposal yang mereka berikan, setelah 
berkordinasi dengan komite comdev, baru ditentukan berapa besaran 
dananya” 
 (wawancara 15 februari 2015)  
a. Pengadaan perlengakapan olahraga 
Pengadaan perlengkapan olahraga ini merupakan program yang dilakukan 
oleh kelurahan Kolonodale. Perlengkapan olahraga ini digunakan dalam 
even DANDIM CUP dan perayaan proklamasi kemerdekaan 17 agustus 2012 
Adapun rincian pengadaan perlengkapan olahraga adalah sebagai berikut 
Tabel 5.2 Pengadaan Perlengkapan Olahraga 
Perlengkapan Olahraga Volume 
Bola Kaki 4 buah 
Kostum Bola 2 klub 
Kostum bola volly dan Bola Dangdut 16 Lembar 
Dukungan Untuk Pemain Bola IDHAM CUP 2 klub 
Pengadaan untuk perayaan 17 Agustus 2012 
1. Sepak bola 
2. Gerak jalan 
3. Dero kreasi 
4. Sepak takraw 







Sumber : laporan pertanggungjawaban penggunaan dana comdev kelurahan 
kolonodale tahap I 2011-2012 
 
b. Bantuan kepada sanggar Batu Payung adalah beruapa uang tunai senilai Rp 
5.000.000,-. Sanggar ini merupakan salah satu sanggar seni yang 
beranggotakan pemuda-pemudi Kabupaten Morowali Utara yang telah 
banyak mengukir prestasi baik. Karya-karya sanggar yang bernilai edukatif 
dan seni ini cukup dikenal masyarakat luas, dengan adanya bantuan dana 
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pengembangan anggota Sanggar ini semakin antusias berkarya. Hal inilah 
yang menjadi pertimbangan untuk memberikan bantuan kepada sanggar ini. 
Wawancara dengan bendahara comdev kolonodale ibu Siti Aliah: 
“ bantuan tersebut diberikan atas usul dari sanggar tersebut, 
kemudian kami selaku panitia berkordinasi dengan lurah kolonodale, 
dan kemudian sepakat untuk memberiakn bantuan dengan 
pertimbangan-pertimbangan seperti prestasi dan karya-karya sanggar 
yang cukup baik” 
(wawancara 19 Februari 2015) 
Hasil wawancara dengan Ali sebagai salah satu anggota Sanggar mengatakan : 
“ Bantuan yang kami terima cukup memberi dampak yang baik untuk 
sanggar kami, karena memang kami membutuhkan dana untuk 
pemenuhan perlengkapan sanggar kami” 
(wawancara 19 Februari 2015) 
 
c. Bantuan pengembangan kelompok masyarakat : Kelompok Majelis Ta’lim, 
Club sepakbola dan ibu-ibu PKK 
 Salah satu kelompok masyarakat yang menerima bantuan 
pengembangan yakni Club sepak bola Bahoue yang diwakili oleh Hardiman 
mengatakan bahwa : 
“ ada memang bantuan untuk club sepak bola kami dari panitia CD, hal ini 
sangat membantu mengembangkan potensi sepak bola kami, karena 
pertandingan-pertandingan yang kami ikuti juga membawa nama baik 
daerah. Jadi sudah sewajarnya kami diberikan bantuan. Kami sangat senang 
dengan adanya bantuan CD ini 





Berdasarkan laporan pertanggungjawaban dana community development 
kelurahan bahoue, Club sepak bola Bahoue menerima bantuan Sebesar Rp 
10.000.000,- .  
 Selanjutnya Bantuan untuk PAUD Nur Bahri Papoji juga sangat membantu 
pengembangan pendidikan anak, mengingat di Kabupaten Morowali Utara jumlah 
Lembaga PAUD masih minim. Oleh karena itu pemberian bantuan pada Paud Nur 
Bahri Papoji sangat tepat sasaran, apalagi PAUD ini tergolong masih baru, dan 
memang benar-benar butuh kelengkapan-kelengkapan dalam belajar dan bermain 
untuk anak didiknya. PAUD Nur Bahri Papoji menerima bantuan sebesar Rp 
1.000.000,- . Salah satu pengajar di PAUD Nur Bahri Papoji mengatakan : 
“ Iya, PAUD kami memang menerima bantuan dana CD, dana itu kami 
gunakan untuk keperluan PAUD seperti alat mengajar dan bermain” 
(wawancara 20 Februari 2015) 
 
Lebih lanjut mengenai jumlah dana yang diterima PAUD Nur Bahri Papoji beliau 
mengatakan 
“ kalau mau dibilang cukup yah bisa dikatakan masih jauh dari cukup, karena 
alat peraga dalam mengajar masih banyak yang dibutuhkan, tetapi dengan 
jumlah bantuan Rp 1.000.000.- kami tetap berusaha menggunakan seefisien 
mungkin” 




Untuk sektor kesehatan , program-program yang dilakukan lebih mengarah 
kepada kesehatan lingkungan yang manfaatnya diharapakan  dapat dirasakan 
oleh warga Berikut rincian pengadaan fasilitas dan kegiatan yang ditujukan untuk 















- Perbaikan pipa 
air bersih 
- Penanggulang




















nyamuk malaria di 
rumah-rumah 
penduduk 
- Pengeboran air 
bersih PAMSIMAS 
- Renovasi Sanitasi 
PAMSIMAS 
 
Sumber : hasil olahan data dari laporan pertanggungjawaban panitia comdev 2011-
2013 
a. Penanggulangan sampah 
Kegiatan yang dilakukan seperti pemuatan/pengangkutan sampah setiap 
bulannya dilakukan antara enam sampai sembilan kali pengangkutan. 
Pengangkutan sampah dilakukan oleh petugas kebersihan yang juga 
upahnya juga berasal dari dana comdev. Pengangkutan dilakukan dengan 
menggunakan gerobak  sampah dan truk sampah. Selanjutnya pengadaan 
tong sampah untuk kelurahan kolonodale berjumlah 100 buah, ditambah tong 
drum sebanyak 33 buah, serta gerobak sampah sebanyak 4 buah. 
Sedangkan di kelurahan Bahontula tong sampah besi berjumlah 200 buah, 
tong sampah besi ini diadakan agar sampah yang tertampung dapat 




Namun jumlah tersebut ternyata masih kurang, seperti menurut salah satu 
warga Bahontula Ibu Yuti Rahayu mengungkapkan : 
“ kalau saya pelaksanaan program ini khususnya di Bahontula masih kurang 
merata, contohnya saja pembagian tempat sampah besi. Tidak semua rumah 
dapat, termasuk saya. Padahal tong sampah besi ini sangat dibutuhkan 
supaya sampah kering bisa langsung, jadi sampahnya tidak menumpuk “ 
( Wawancara 9 Januari 2015) 
 
b. Penyemprotan Nyamuk Malaria (fogging) 
Kegiatan untuk kesehatan yang lain adalah penyemprotan nyamuk malaria di 
rumah – rumah penduduk, hal ini sebagai tindakan preventif untuk warga, 
mengingat malaria merupakan penyakit yang cukup berbahaya. Tindakan ini 
dilakukan dua kali pada tahun 2011, dan sekali pada tahun 2013.Mengenai 
kegiatan ini ketua panitia comdev bahoue mengatakan : 
“penyemprotan nyamuk dilakukan karena adanya masukan dari warga, dan 
memang hal ini penting, untuk mencegah penyakit malaria ” 
(wawancara 19 Februari 2015) 
 
Berikut hasil data sekunder yang diperoleh di Rumah Sakit Daerah 
Morowali Utara, mengenai kasus malaria 
Tabel 5.4 kasus penyakit malaria tahun 2010-2013 di RSUD Morowali 
Utara 
Tahun  Kategori Perawatan Medis 
Rawat Inap Rawat jalan 
2010 99 203 
2011 41 121 
2012 35 87 
2013 64 98 
Sumber : Diolah dari Rekam Medik RSUD Morowali Utara 2014 
 Dari tabel diatas dapat dilihat terjadi penurunan angka kasus 
penyakit malaria baik kategori rawat inap dan rawat jalan sebelum adanya 
67 
 
kegiatan penyemprotan yakni tahun 2010 , dan saat dilakukan penyemprotan 
yakni tahun 2011-2012 .  
c. Sanitasi dan air bersih 
Sedangkan perbaikan sanitasi dan penyediaan air bersih dilakukan untuk 
memperbesar akses warga untuk memperoleh air bersih dan memiliki 
lingkungan yang sehat sebagai syarat untuk perbaikan kesehatan. Melalui 
dana CD ini juga panitia melakukan renovasi sanitasi dan penyediaan air 
minum yang telah dilaksanakan oleh salah satu proyek Departemen 
kesehatan yaitu PAMSIMAS, hal ini dilakukan karena hasil proyek yang telah 
ada, ternayat tidak terjaga dengan baik. sehingga panitia berinisiatif untuk 
melakukan renovasi sarana PAMSIMAS yang telah ada. Terkait hal ini ketua 
panitia Comdev Melky Kahiking menyatakan : 
“ memang renovasi perawatan seperti pipa dan sanitasi PAMSIMAS bukan 
bagian dari kewajiban panitia comdev, seharusnya pihak depkes yang 
melakukan, namun daripada semakin lama sarana tersebut semakin tidak 
terawat, maka lebih baik kami mengambil inisiatif, karena biar bagaimanapun 
warga juga yang akan menggunakan”  
 
(wawancara 19 Februari 2015) 
 
  Dengan adanya kegiatan ini panitia comdev dan masyarakat 
berharap semakin memperbesar akses masyarakat untuk keperluan air bersih. 
V.1.3 Pertumbuhan ekonomi  
Dari hasil pengamatan dan berdasarkan laporan pertanggungjwaban 
pengembangan masyarakat pada tiga kelurahan di Kabupaten Morowali Utara, 
program atau kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 
kebanyakan dalam bentuk pembangunan infrastruktur, dimana infrastruktur turut 
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memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan 
ekonomi. Kegiatan tersebut meliputi: 
a. Sarana transportasi warga 
1). Pembuatan jembatan kayu sederhana  dan Pembangunan jalan 
setapak 
Pembangunan jembatan kayu dilakukan dibeberapa titik yakni : jembatan 
menuju TPU, Jembatan belakang pasar sentral kolonodale, jembatan 
kampung pece, jembatan Hol, jembatan menuju balai pertemuan 
2). Pembangunan Jalan setapak  
Jalan setapak tempat Pemakaman Umum sepanjang ± 100 meter, jalan 
masuk Yos sudarso sepanjang ± 75 meter, jalan masuk lorong beropa 
sepanjang 150 meter, jalan menuju pasar sentral sepanjang 120 meter 
b. Bantuan rumah ibadah 
Diberikan dalam bentuk tunai, bahan bangunan, penerangan, perlengkapan 
ibadah maupun perbaikan yang langsung ditangani oleh panitia.  Rumah 
ibadah yang menerima bantuan tunai yaitu : Mushollah Hol, Gereja GP 
kolonodale, Musholla SDN 2, Masjid Butas, Masjid Raya Kolonodale, Masjid 
AL-Muhajirin. Masjid PU mendapat bantuan berupa amplifice dan lampu 
c. Pengadaan  keperluan Umum 
 Pengadaan kursi plastik sebanyak 805 buah dan tenda untuk keperluan 
umum ( Tenda ukuran 8 x 10 meter sebanyak 2 lembar, 4 x 5 meter 
sebanyak 5 lembar), umbul-umbul sebanyak 112 lembar, papan 
informasi,dan warles 1 set. Kursi plastik dan tenda diperuntukkan untuk 
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dipakai warga yang mengadakan acara hajatan maupun untuk kebutuhan 
duka , papan informasi diadakan sebagai media informasi kepada warga 
masyarakat 
d. Pengerukan sungai Pembuatan tanggul Sungai Bahontula 
Pengerukan Sungai ini berdasarkan pertimbangan untuk menambah 
kedalaman sungai, sehingga akan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan 
seperti banjir yang saat musim penghujan. 
pembuatan tanggul ini berdasarkan pertimbangan keamanan, seperti licinnya 
tanah sekitar sungai, juga sebagai antisipasi apabila air sungai meluap. 
Tanggul dibangun sepanjang ± 200 meter  
e. Drainase 
Dibangun di lorong PLN, lingkungan III kelurahan Kolonodale, dan 
lingkungan kelurahan Bahontula 
f. Pembuatan pelataran Kubur dan Pengecoran tangga kubur 
Dilakukan di Tempat Pemakaman Umum Kampung Bugis 
g. Pembuatan pagar pembatas  
Dibangun di lapangan morokoa, yang merupakan lapangan yang sering 
digunakan untuk upacara-upacara formal, maupun perayaan-perayaan 
kemasyarakatan 
h. Pembangunan Pos Kamling 
Dibangun di lingkungan I dan lingkungan III kelurahan Kolonodale 




Dapat dilihat diatas bahwa pengembangan masyarakat khususnya sektor 
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Morowali Utara  memang tidak ada yang 
secara spesifik mengarah kepada pemberdayaan seperti kredit usaha, koperasi, 
atau pelatihan-pelatihan kewirausahaaan. Mengenai hal ini lurah Kolonodale 
berkomentar : 
“Kami lebih memprioritaskan pada sarana dan prasarana umum yang masih 
minim atau belum tersedia, untuk program ekonomi yang lebih spesifik, 
seperti kredit usaha dan lain-lain, itu resikonya besar. Apalagi untu 
pertumbuhan ekonomi sendiri ada program penumbuhan dan 
pengembangan oleh pemerintah yaitu KUBE (Kelompok Usaha Bersama)” 
     (wawancara 19 Februari 2015) 
 
 
 Mengenai pembangunan infrastruktur diatas, wawancara dengan masyarakat 
tentang pengaruhnya terhadap perekonomian mereka, salah satu warga yang 
merupakan pedagang di Pasar sentral menuturkan. 
“ ya begitu-begitu saja, kalau ada pembangunan saya juga tidak tau untuk 
apa, tapi kalau ditanya ekonomi saya, tidak naik tidak turun, masih begini” 




V.2 Faktor Faktor Berpengaruh terhadap Implementasi 
Implementasi Tanggung jawab sosial melalui program community 
development  / pengembangan masyarakat kepada masyarakat dinilai berdasarkan 
beberapa variable implementasi menurut teori dari Van Meter dan Van Horn yaitu : 
V.2.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan 
Ukuran dan tujuan kebijakan sangat menentukan keberhasilan pencapaian 
tujuan dari implmentasi kebijakan tanggung jawab sosial. Implementasi akan 
menjadi efektif apabila ukuran dan tujuan dari kebijakan memang sesuai dengan 
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kondisi sosio-kultur yang ada. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu 
standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, 
bisa jadi gagal ketika para pelaksana, tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar 
dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan 
disposisi para pelaksana (implementors) 
Namun demikian, ada beberapa kasus yang terkesan sulit dalam 
mengidentifikasi dan mengukur kinerja. Ada dua penyebab yang dikemukakan oleh 
Van Meter dan Van Horn, yaitu : pertama mungkin disebabkan oleh bidang program 
terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks. Kedua, akibat dari kekaburan kekaburan 
dan kontradiksi dalam pernyataan ukurn ukuran dasar dan tujuan tujuan.kadangkala 
kekaburan dalam ukuran ukuran oleh pembuat keputusan agar dapat menjamin 
tangggapan positif dari orang orang yang diserahhi tanggung jawab implementasi 
pada tingkat tingkat oraganisasi yang lain atau system penyampaian kebijakan. 
Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan 
kebijakan juga merupakan hal yang “crucial”. Implementors mungkin bisa jadi gagal 
dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti 
apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan dan sebagaimana tujuan dari kebiajakan 
tanggung jawab sosial  yaitu : 
Hasil wawancara penulis dengan lurah Kolonodale ,beliau mengatakan : 
 
“Tujuan kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah untuk 
memenuhi kebutuhan umum yang akan dinikmati masyarakat” 
(wawancara 8 januari 2015) 
 
Kemudian dari hasil wawancara dengan ketua komite comdev kelurahan kolonodale 




“ kami hanya diberikan mandat oleh masyarakat,pemerintah, dan pihak 
perusahaan untuk menggunakan melakukan pembangunan masyarakat 
dibeberapa sektor yang perlu pembenahan, dalam hal ini tujuannya berarti 
untuk kesejahteraan masyarakat “ 
(wawancara 8 januari 2015) 
 
Hal ini menyiratkan bahwa sesungguhnya inti dari tujuan tanggung jawab 
sosial kurang di pahami oleh para pelaksannya (implementor). Memang dalam 
Undang-Undang Tanggung jawab sosial dan lingkungan Nomor 40 Tahun 2007 
kewajiabn untuk melaksanakan ditujukan kepada pihak perusahaan, namun dalam 
kasus pelaksanaannya di Kabupaten Morowali Utara, Perusahaan bekerjasama 
dengan pemerintah daerah setempat khusunya lurah dan panitia / komite / tim yang 
telah dipilih oleh masyarakat. Namun seharusnya tujuan kebijakan ini disampaikan 
secara utuh kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tanggung jawab 
sosial ini. Dan untuk pengembangan masyarakat sendiri sebagaimana yang ada 
dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1453 
K/29/MEM/2000 sangat jelas bahwa tujuan adanya program ini adalah 
pengembangan masyarakat meliputi pengembangan sumber daya manusia, 
kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Dapat dilihat ketidakpahaman mengenai 
tujuan program oleh beberapa pelaksana community development / pengembangan 
masyarakat menyebabkan kurang maksimalnya sektor-sektor sektor yang harus 
dipenuhi sebagaimana yang ada dalam pasal 6 Keputusan Menteri Energi Dan 







Dalam suatu kebijakan mungkin saja tujuan yang ditetapkan sudahjelas dan 
logis, tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pengimplementasian 
suatu program. Faktor sumberdaya juga mempunyai pengaruh yang sangat penting. 
Ketersediaan sumberdaya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah 
satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Dalam hal ini sumber daya yang 
dimaksud adalah sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, dan sumberdaya 
waktu untuk mendukung jalannya implementasi tanggung jawab sosial melalui 
community development. Indicator sumberdaya terdiri dari beberapaelemen, yaitu : 
 
a. Sumberdaya manusia 
Sumberdaya yang utama dalam implementasi program adalah sumberdaya 
manusianya (staf). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan 
salah satunya disebabkan oleh manusianya yang tidak mencukupi, memadai, 
ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementer 
saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan staf yang cukup serta memiliki kemampuan 
yang sesuai untuk menjalankan program tersebut. Berkenaan dengan sumberdaya 
manusia, hasil wawancara dengan Camat Petasia menyatakan 
“ jumlah komite comdev yang ada di kabupaten morowali utara adalah tIga 
komite, masing-masing komite teridiri dari ketua dan 
sekretaris/bendahara,dan anggota. Pengurus komite ini ada yang dari staf 
kelurahan,maupun kepala lingkungan. melihat ketua-ketua komite ini 
merupakan orang pilihan, dan juga mempunyai latar belakang dan 
pengalaman yang cukup, maka seharusnya mereka mempunyai sumber 
daya manusia yang berkualitas “  
( Wawancara 20 Januari 2015) 
74 
 
Selanjutnya, berkenaan dengan mutu pelaksana yang bertugas 
mengimplementasikan program pengembangan masayarakat , hasil wawancara 
dengan staf kelurahan Bahontula, pak ibu Lidyawati mengungkapkan bahwa : 
“ Kalau yang saya lihat kompetensi pelaksana program cukup baik, karena 
mereka yang mengerjakan adalah orang-orang yang biasa mengerjakan 
proyek-proyek“ 
(Wawancara 13 Januari 2015)  
  
b.  Sumberdaya finansial 
 
Sumberdaya finansial menjadi penting juga dalam menentukan berhasil atau 
tidaknya sebuah program , bahkan terkadang program memerlukan budget yang 
banyak untuk menghasilkan program yang berkualitas pula terkait dengan program 
pengembangan masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu 
Masmin Magneto Lurah Bahontula, mengungapkan bahwa 
 
“ dana yang diterima kelurahan bahontula masih terbilang kurang, masih 
banyak pekerjaan-pekerjaan yang perlu dilaksanakan” 
 
(Wawancara 13 Januari 2015) 
 
Hal yang berbeda diungkapkan oleh Lurah Kolonodale mengenai kecukupan 
dana untuk pelaksanaan program 
“ Dananya sudah memadai karena sudah sesuai persentase, dan 
berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah, masyarakat dan pihak 
perusahaan sebagai sumber dana “ 
 
( Wawancara 7 Januari 2015) 
 
Pernyataan Lurah Kolonodale ini memang sudah sesuai dengan fakta di lapangan 
dari hasil data sekunder dalam laporan pertanggungjawaban komite comdev 
kelurahan Kolonodale , total dana yang diterima kelurahan kolonodale adalah 
sebesar Rp 872.841.000,00. Tentunya dengan jumlah sebesar itu untuk sebuah 
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kelurahan terbilang cukup besar. Jumlah yang diterima ketiga kelurahan di 
kabupaten Morowali utara relatif sama. Berikut rincian dana yang diterima oleh 
ketiga kelurahan 
 
Tabel 5.5 Dana community development tiap kelurahan 
Kelurahan Dana Comdev 
Kolonodale Rp 872.841.000 
Bahoue Rp 872.872.200 
Bahontula Rp 776.680.200,- 
Total  Rp Rp 2.522.393.400,- 
Sumber : hasil olahan laporan pertanggungjawaban panitia comdev 2011-2013 
V.3 Karakteristik Agen Pelaksana 
Dalam pengimplementasian suatu program , karakter dari para pelaksana 
kebijakan atau program harus berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta taat 
pada sanksi hukum yang berlaku. Kinerja implementasi tanggung jawab sosial 
melalui pengembangan masyarakat akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri ciri 
yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Mengenai karakter komite 
comdev camat petasia menyatakan : 
“ Jadi di kabupaten morowali utara ini ada tiga komite atau tim CD, dari 
ketiga komite ini, komite comdev kelurahan kolonodale merupakan komite 
yang paling cekatan dan lugas, mereka menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan 
sesuai dengan target, dan laporan yang mereka susun pun sangat terperinci” 
 




Namun disisi masyarakat kelurahan Bahontula kurang berkenaan dengan karakter 
pelaksana program di kelurahan bahontula bapak Juber Habibu selaku kepala 
Lingkungan III menuturkan : 
“ komite dan dan pihak keluarahan kurang terbuka dalam pelaksanaan 
program ini, banyak masyarakat yang mengadukan kepada sya akan hal ini, 
beberapa masukan masyarakat dalam pelaksanaan program ini jarang 
mendapat rsepon “ 
(Wawancara 9 Januari 2015) 
Terkait karakter pelaksana program ini berdasarkan pengamatan dan 
wawancara penulis, implementor disini pada umunya sudah cukup sigap, terkecuali 
tim pelaksana comdev kelurahan bahontula, Benar yang dikatakan kepala 
lingkungan III bahontula, mereka kurang responsif. Selain ketegasan, karakter yang 
responsif juga dibutuhkan untuk melaksankan program yang bisa memberi 
kepuasan pada masyarakat. 
 
V.4 Kecenderungan (disposisi) Agen Pelaksana 
Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan 
adalah sikap imlementor. Jika implementor setuju dengan bagian bagian isi dari 
kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika 
pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi 
akan mengalami banyak masalah dalam disposisi. Disposisi atau sikap pelaksana 
akan menimbulkan hambatan hambatan yang nyata terhadap implementasi 
kebijakan yang diinginkan oleh pejabat pejabat yang lebih diatas. 
Berkenaan dengan pengangkatan pengurus komite atau panitia comdev sebagai 




“untuk pengangkatan dan penetapan komite, dilakukan oleh Lurah,pengurus komite 
ini sesuai dengan persetujuan masyarakat “ 
(wawancara,7 januari 2013) 
 
  Menurut pantauan penulis dilapangan bahwa benar untuk pengangkatan 
komite  telah sesuai dengan prosedur . faktor disposisi agen pelaksana ini sangat 
mempengaruhi pelaksanaan program, seperti yang ada pada deskripsi 
pelaksaanaan pengembangan masyarakat, oleh masing-masing panitia pelaksana 
tiap-tipa kelurahan. Terlihat bahwa kelurahan kolonodale dan Bahouemelaksanakan 
program secara lebih kompleks dibanding kelurahan Bahontula, sebagaimana sikap 
dari pihak kelurahan itu sendiri beserta tim pengembangan masyarakatnya yang 
kurang mendukung pelaksanaan program pengembangan masyarakat.  
V.5 Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana 
Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari 
Implementasi tanggung jawab sosial dalam hal ini community development di 
Kabupaten Morowali Utara. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat 
keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan yang 
akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik bila komunikasi berjalan dengan 
baik. Sehingga implementasi program harus dikomunikasikan dengan baik kepada 
pihak pihak yang terkait. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, 
akurat, dan konsisten. Komunikasi di perlukan agar para pembuat kebijakan dan 
para implementer program tersebut akan semakin konsisten dalam melaksanakan 
setiap program yang akan diterapkan kepada sasaran dari program tersebut. 
Komunikasi didalam dan antara organisasi organisasi merupakan suatu 
program yang sangat kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan pesan kebawah 
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dalam suatu organisasi atau dari atu oragnisasi ke organoisasi alinnya, para 
komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebarluaskan, baik secara sengaja 
atau tidak sengaja. Lebih dari itu , jika sumber sumber informasi yang berbeda 
memberikan interpretasi interpretasi yang bertentangan, para pelaksana akan 
menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud maksud 
kebijakan. Sebagaimana yang diungkapakan oleh  Lurah Kolonodale beliau 
mengatakan bahwa : 
”komunikasi yang terjalin cukup lancar, apalagi bendahara komite comdev 
merupakan skretaris lurah kolonodale, ketua comdev bapak Hasan Songke 
juga terus melakukan koordinasi dengan saya selama pelaksanan program 
ini, sebab pada dasarnya kebijakan penuh dipegang oleh lurah” 
 
(Wawancara 7 Januari 2015) 
 
Program pengembangan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial 
pada dasarnya  bertujuan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan 
memandirikan masyarakat melalui potensi yang ada . Yang paling penting dalam 
operasional program ini adalah bahwa masyarakat mengetahuiakan adanya 
program yang dilaksanakan dan apa hal yang ingin dicapai. 
Namun kenyataanya dilapangan penulis melihat bahwa tidak semua 
masyarakat tahu akan adanya program pengembangan masyarakat yang 
merupakan wujud dari tanggung jawab sosial itu sendiri ini. Keterlibatan stakeholder 
dalam penyampaian proram inimenjadi kunci utama dalam kesuksesan program 
tersebut. Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ben mengenai keberadaan 
program ini, beliau menyatakan bahwa : 
“Saya kurang tau juga, yang saya tau ada bantuan tong sampah, kebetulan 
saya ada terima, dengan tulisan comdev, katanya dari dana 




Bila dikaitkan dengan yang ada dilapangan pengenalan mengenai program 
dilakukan dengan melibatkan lurah,camat, panitia comdev, ketua-ketua RT dan RW, 
masyarakat dalam hal ini tokoh masyarakat,serta Kepala lingkungan. Namun hal ini 
tidak intens dilakukan dan informasinya tidak tersebar secara luas. 
Lurah kelurahan Bahontula menyatakan : 
“Pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dilakukan untuk menerima 
masukan dari semua pihak untuk pelaksanaan program, apabila ada usulan 
dari masyarakat itu juga akan dirundingkan dan di bahas bersama. Hasil 
pertemuan ini diharapkan akan disampaikan kepada msayarakat oleh tokoh 
tokoh masyarkat,ketua RT RW,dan Kepala lingkungan” 
 
( Wawancara 12 Januari 2015) 
 
Melihat kondisi yang ada dilapangan mengenai cara sosialisasi yang 
dilakukan oleh para pelaksana program penulis merasa sangat minim yakni hanya 
melalui pertemuan pertemuan orang tertentu saja, tokoh masyarakat tapi tidak 
menyampaikannya langsung dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat, 
memasang spanduk spanduk terkait program jaminan kesehatan gratis daerah. 
Media komunikasi yang cukup sederhana itu menghambat kelancaran penyampaian 
pesan  
Dengan melihat realita diatas penulis berkesimpulan bahwa komunikasi pada 
tataran pelaksana (implementor) dalam mengkordinasikan program atau proyek 
yang di jalankan berjalan cukup baik dan lancar, namun komunikasi kepada 








V.2.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik 
 
Lingkungan external dalam hal ini lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik 
turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Mengenai keterlibatan unsur politik 
dalam pelaksanaan tanngung jawab sosial ini, Lurah Kolonodale menyatakan : 
“ tidak ada unsur politik dalam pelaksanaan program ini,memang ada 
beberapa upaya yang dilakukan masyarakat yang merupakan caleg untuk 
mempolitisasi program ini, namun ditolak” 
 
(Wawancara 12 Januari 2015) 
 
Untuk Lingkungan Ekonomi dan Sosial beliau juga menyatakan : 
 
“ Pelaksanaan program ini memang mempertimbangkan unsur tersebut, oleh 
karena itu masyrakat juga dilibatkan dalam pambahasan program, apa yang 
telah disepakati maka itulah yang dilaksanakan dengan memeperhatikan 
kondisi sosial ekonominya “ 
 
 
(Wawancara 12 Januari 2015) 
 
Dalam hal ini penulis setuju tentang tidak adanya pengaruh faktor politis,  
untuk lingkungan ekonomi dan sosial penulis melihat hal ini kurang diperhatikan oleh 
implementor,mengenai kondisi sosial ekonomi contohnya seperti yang sudah 
dipaparkan sebelumnya beberapa titik di kelurahan yang kondisinya memprihatinkan 
justru tidak mendapatkan program-program yang didapatkan lingkungan lain. Jadi 
bisa dikatakan faktor politik, sosial, dan ekonomi tidak mempengaruhi impelementasi 
tanggung jawab sosial dalam bentuk pengembangan masyarakat di kabupaten 









Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik 
kesimpulan sehubungan dengan permasalahan penelitian yang diajukan sebagai 
berikut : 
1. Dari hasil penelitian penulis dilapangan bahwa implementasi kebijakan tanggung 
jawab sosial di kabupaten Morowali Utara secara umum belum sepenuhnya 
maksimal. Untuk sektor pengembangan sumber daya manusia masih kurang 
dibidang pendidikan, untuk sektor kesehatan kebanyakan program ditujukan pada 
kesehatan lingkungan, sedangkan sektor ekonomi dilakukan dengan pembangunan 
infrastruktrur dan sarana prasaran umum. 
2. Implementasi kebijakan tanggung jawab sosial belum optimal. Hal ini 
terutama terlihat dari : 
a. Ukuran dan tujuan kebijakan, setelah melakukan penelitian bahwa, tujuan 
dari kebijakan tanggung jawab sosial dalam hal pencapaiannya belum 
terlalu maksimal sehingga perlu adanya usaha peningkatan yang 
dilakukan, dimana yang menjadi tujuan utamanya adalah pembangunan 
yang berkelanjutan yang meliputi pengembngan sumber daya manusia, 
Kesehatan dan Pertumbuhan ekonomi. Tidak dipahaminya tjuan oleh 
sebagian besar implementor mempengaruhi pelaksanaan tanggung 
jawab sosial dalam bentuk pengembangan masyarakat di kabupaten 
82 
 
morowali utara, sehingga salah satu sektor yang menjadi tujuan yaitu 
pertumbuhan ekonomi tidak dapat dicapai.  
b. Sumberdaya,bahwa sumberdaya finansial sudah cukup baik namun, 
dalam hal ini Sumberdaya manusia yang masih perlu untuk ditingkatkan 
lagi. 
c. Karakteristrik agen pelaksana, yaitu kecekatan impelementor dalam 
melaksankan program perlu ditingkatkan, agar program yang dudah 
direncankan dapat terealisasi dengan cepat dan tepat 
d. Sikap/Kecenderungan para pelaksana, dari segi pengangkatan pengurus 
komite community development (CD/Comdev) sudah baik. Pelaksana 
harus lebih menunjukkan dukungannya atas program yang dilaksanakan. 
e. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, bahwa perlu adanya 
melakukan sosialisasi yang lebih baik lagi, misalnya dengan melakukan 
penyuluhan  
f. Lingkungan Ekonomi, sosial dan Politik, keterlibatan unsur unsur politik 
memang tidak ada. Hal ini mamng sudah tepat,  karena program ini 
adalah  pogram pengembangan masyarakat sebagai wujud tanggung 
jawab sosial yang bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan yang 
akan berujung pada penigkatan kesejateraan masyarakat 
VI.2 Saran 
Berdasarkan uraian Kesimpulan diatas, dapat direkomendasikan saran 
saran sebagai berikut : 
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1. Pentingnya pihak pihak kelurahan beserta komite atau panitia Comdev/CD 
masing-masing  untuk mengoptimalkan  implementasi tanggung jawab sosial yang 
dalam hal ini dalam bentuk community development/ pengembangan masyarakat 
sesuai dengan tujuan kebijakan atau program dalam rangka terwujudnya 
pembangunan berkelanjutan yang akan berujung pada kesejahteraan masyarakat 
dengan maksimalisasi sektor pengembangan sumberdaya manusia, kesehatan dan 
pertumbuhan ekonomi. Konsep pembangunan berkelanjutan disini perlu diperkuat, 
hal ini penting karena apabila program ini telah berakhir, maka pembangunan yang 
dilaksanakn masih bertahan dengan kata lain manfaatnya bisa terus dirasakan oleh 
masyarakat. Kepada pihak kelurahan juga diharapkan lebih peka mendidentifikasi 
kelompok masyarakat yang lemah / disvantanged group untuk diberikan bantuan 
yang dapat memberdayakan mereka. 
2. Diharapkan kepada perusahaan yang merupakan sumber dana program ini, 
ketua-ketua RT dan RW, kepala-kepala lingkungan dan tokoh masyarakat yang 
banyak mengetahui program ini untuk memantau pelaksanaannya apakah telah 
sesuai dengan kesepakatan, dan berjalan sesuai dengan perencanaan yang disusun 
bersama 
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk aktif dalam memberikan masukan kepada 
pelaksana, apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, 
atau apabila adanya ketimpangan dalam pembagian pengadaan barang-barang 
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Mengenai Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dalam Bentuk Pengembangan 
Masyarakat 
1. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang tujuan dari program pengembangan 
community development (CD/COMDEV) / masyarakat ini ? 
2. Bagaimana menurut Bapak/ibu, tentang kemampuan Sumberdaya pelaku 
program community development (CD/COMDEV) / Pengembangan masyarakat ? 
3. Bagaimana tentang dana , Apakah dana Comdev (pengembangan masyrakat)  itu 
cukup melaksanakan program ? 
4. Bagaimana menurut Bapak/ibu tentang karakter para pelaksana  program 
community development (CD/COMDEV) / pengambangan masyarakat? 
5. Bagaimana sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana program 
community development (CD/COMDEV) / pengembangan masyarakat ? 
6. Bagaimana komunikasi yang terjalin antar para pelaksana (pihak pihak yang 
terkait) menegenai program community developmen (CD/COMDEV) / 
pengembangan masyarakat ini ? 
7. Sejauh mana keterlibatan lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam 
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